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KATA PENGANTAR

Sebagail kelengkapan dari rangkaian berbagai tu-
gas dan kewajiban mghasiswa untuk mencapai gelar sarjana,
tibalah kini pada gilirannya untuk menyusun skripsi.

Dengan perasaan lega telah dapat saya wujudkan ke-
inginan untuk mengambil judul "Peransn Hekim Perdémaian
Desa™, Untuk itu sudah barang tentu telah banyak mensita
waktu dan pikiran delam ukuran puncak, namun saya menye-
dari dan menginsyafi bahwe, kodrat manusia sebagai hamba
Allah, jelas tidak mungkin dapat mengelak atau memungkiri
skan adanya sifgt keterbatasan dan kekurangan yang ada
pada diri tiap-tiap menusia. Oleh karena itu segala cor-
rect dan kritik dari pembaca yang telah dapat menyingkap
cacat dan cela yang ada dalem tulisan ini, serta merta
dengan tujuan perbaikan untuk kesempurnean skan saya te-
rima dengan sensang heti.

Kepada Bapak Ismet Baswedan, S.H. selaku pembim-
bing, beliau telah membimbing saya dalam menyusun skripsi
ini dengan tanpa melupaken telah banyaknya waktu yang di-
gisihkan untuk memeriksa konsep skripsi ini, maka tiada
kata yang pantas untuk diungkapkan, selain curahan rasa
terime kasih yang dapat saya haturkan.

Kepada Bapak Maksum Harijento, S.H. selaku pembim-

bing pula, saya ucapkan terima kasih atas séran dan pexr-
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baikan-perbaikan yang telah beliau berikan.

Kepada kakanda Soewani, sebagai orang yang telah
mengasuh dan memberikan dorongan serta bantuan baik mo~
ril mgupun materiil demi kelangsungan dan kesuksesan
studi saya. Pada kesempatan ini hanyé dngkapan kata te-

" rima kasih yang dapat saya sampaikan dan semoga Alliah swt
akan memberikan imbalan stas segala amal kebajikannya.

Rekan-rekan mahasiswa pada Fakultas Hukum Univer-
sitas Airlangga ysng telah banyak memberikan bantuan de-~
ngan tulus dan ikhlas demi lancarnya skripsi ini, kepada
mereka saya sampaikan penghergaan yang sedalam-dalamnya
atas kerja samanya yang kompak ini.

Akhirnya kepada pihak~pihak lain yang telah turut
serta membantu sampai terwujudnya skripsi ini tak lupa

seya sampaikan juga ucapan terima kasih.

Surabaya, 29 Juni 1981

Penulis
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BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusannya
Sesuei dengan apa yang telah dikemukakan oleh

Madjloes bahwa:

pada waktu Pemerintah Hindia Belanda dshulu di tahun
1848 mengundangkan Peraturan Acara Pengadilan dengan
Staatsblad (Iembaran Negara) 1848 No.lt yo 67, yang
akan dipergunakan oleh Hakim Peradilan Umum umbtuk
diperlakukan terhitung mulai tanggal 1 Mei 1848 ter-
hadap golongan bumiputera (Indonesia Asli) dalam hal
mengadili perkara=-perkara yang terjadi dalam golong-
an itu di Jawa dan Madurs, ternyata pada bahagian
Acara Perdata sama sekali tidak menyinggung masalahb
Peradilan Desa. Demikianpun pada waktu Peraturan
Acara Pengadilan untuk daerah luar Jawa dan Madura
(lebih dikenal dengan sebutan daerah Seberang) di-
undangkan dengan Staatsblad 1927 No.227, ternyata
bghwa pada bahagian Acara Perdata dari peraturan itu
sama sekali tidak menyinggung masalsh Perdilan Desa.
Meskipun kedua peraturan di atas mengabaikan peranan
Peradilan Desa yang terdapat diseluruh desa di Indo-
nesia, namun peradilan itu berjalan terus sebagaimana
biasa dengan segala kewenahgan gan kewibawaannya
tanpa ada perubahan sedikitpun.

'Hal ini terbukti adanya tugas ganda yang harus di-
laksanakan oleh kepala desa selaku pimpinan desa yaitu:
1., kepala desa adalah kepala eksekutif, artinya bahwa ke-~

kuasaan menyelenggarakan pemerintahan di tingkat desa
berada di tangannya;

lMadjloesnyebe;gpg Petunjuk Bagi EKepala Dess Se-—

laku Hekim Perdamaian Desa, Penuntun Praktek dalam mem-
bina Keterbiban dan Perdamalan Desa, Pantjuran Tudjuh,

Jekarts, 1979, E. 13 dan 15

MILIK
. PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS Al RLANGGA™"

SIUIZI\EEAKY_¢_
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2. kepala desa adalah badan yudikatif artinya di samping
tugas tersebut di atas Juga bertindak sebagai hakim
untuk mengadili kejshatan-kejahatan dan sengketa-seng-
keta yang terjadi di desa.

Mengenai tugas yang belakangan ini bagi kepala
desa, sering mendapatkan sebutan "Hekim Perdamaian Desa"
adapun lembaga peradilan itu sendiri disebut "Peradilen’
Desa". )

Mengamati peranan hakim perdamaian desa yang demi-
kign tadi kiranya masih belum cﬁkqp untuk mengakui ten-
tang eksistensinya peradilan desa tersebut. Untuk itu ma~
ka perlu diuvrgikan mengenai dasar hukum atas wewenang
hakim perdamaian desa ini dalam pasal 3a RO (Rechterlijke
Organisatie) Staatsblad 1935 no. 102 yang berbunyi:

l. perkara-perkara yang menurut hukum adat termasuk
kekuasaan hakim-hakim dari daersh hukum kecil-ke-
cil (hakim desa) tetap diadili oleh hakim-~hskim
tersebut;

2e ketentuan pada syat di muka tidak mengurangi sedi-
kitpun hak yang berperkara untuk setiap waktu
mengadukan perkarsnya kepada hakim-hakim yang di-
maksud dalam pasal 1, 2 dan 3;

5« hakim-hakim yang dimaksud dalam ayat 1 mengadili
perkara menurut hukum adat; mereka tidek boleh
menjatubkan hukuman.

Dalam rangka useha merombak hukum warisan pemerin-
teh Hindia Belanda, mska Pemerintah Republik Indonesia
mengeluarkan Undang-undang Darurat no. 1 tshun 1951 yang
dimuat dalam Lembaran Negara no. 9/1950 tentang tindekan-
tindakan untuk menyelenggarskan susunan dan acara penga-

dilan-pengadilan sipil, pasal 1 ayat 3 berbunyi:
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ketentuan yang tersebut dalam ayat 1 tidak sedikit-
pun juga mengurangi hak kekuasaan yang sampai selama
ini telah diberikan kepada hakim-hakim perdamaian di
desa-desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3a Rech-
terlijke Organisatie.

Setelah memperhatikan bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-
undang Daruret no. 1 tshun 1951 seperti di atas, maka se-
olah-olah menimbulkan asumsi bahwa bersamaan dengan kelu-
arnya Undang~undang tersebut terhapus pulalsh hakim~-hakim
perdamaian desa itu, sebab dalam hal ini tampak hanya ha-
kim-hekim perdamaian yang ada di daerah Goevernements
rechisprask dehulu semata-mata yang dipertahankan oleh
Undang~undang tersebut.

Terhadep acumsi di atas Lemgire memberikan keterang-
an sebagai berikut:

bahwa dengan dihapuskannya peradilan Swapraja dan per-
adilan Adat, perasturan-peraturan hukum tentang susunan
pengadilan yang diadaken dan digkui dengan Undang-un-
dang di antarsnya pasal 3a R.0. menjadi berlsku jJuga
untuk daerah yang dahulu tidak termasuk daerah Goever-
nements rechtspraak. Dengan demikian maka pasael 3a
R.0., itu memberiken dasar juga untuk daerah-daerah 5
tersebut guna bekerjanya hakim-hakim perdamaian itu.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka sema-
kin tambah mantab lkedudukan hakim perdamaian desa itu de-
ngen bertitik tolsk pada keterangasn di atas ditambah lagi

dengan beberapa pasal ysng telah tersurat dalam Reglemen

2R. Tresna, Komentar atas Reglemen Hukum Acara di
Dalam Pemeriksaan di Muka Pengadilan Negeri atau HIR,

cet. 1V, Pradnya Paramita, Jakarta, 1972, h. 28.
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Indonesia yang dibgharui (HIR) S. 1941 no. 44 yaitu me-
ngenai Reglemen Hukum Acara di dalem pemeriksaan di muka

Pengadilan UWegeri.

2. Alasan Pemilihgn Judul

Pasal 14 Undang-undeng Pokok Kekuasaan Kehakiman
berbunyi: "hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan
mengadili suatu perkara yang diajukan, dengan dalih bah-
wa hukum tidek atau kurang jelas (atau belum ada Undang-
undangnya), melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadil-
inya'.

Yang menarik bagi saya lalah penjelasan dari pasal
14 tersebut di atas dalam pada itu dikemukakan bahwa:

andalkata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia we-
jib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan
berdasarkan hukum sebagali seorang yang bijaksana dan
bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang liaha Esa,
diri sendiri, masyarakatlt, bangsa dan negara.

Kewajiban hakim untuk memberikan putusan dengan
menggali hukum yang tidak tertulis adalah merupakan upa-
va hakim agar di masyarakat daepat terwujud harapan atas
tercapainya keadilan inklusif pencari keadilan.

Kemudian pasal 27 Undang-undang Pokok Kekuasaan
Kehsakiman berbunyi: “hakim sebagai penegak hukum dan ke-
adilan wajib menggeli, mengikuti dan memahami nilei-nilail
hukum yang hidup dalam masyarakat". ™~

Pada prinsipnya kedua pasal tersebut adalah sena-

da yaitu sama-sama memberikan tekanan pada kewajiban ha-
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kim untuk menggali dan mengikuti serta memahemi nilgi-ni-
lai yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikien sangat
dibutuhkan bantuan dari pihak hakim perdamaian desa ge-
bagal organ pengadilan vang mengetahui dan mengerti akan
nilei-nilei hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pasal-pasal tersebut saya uraikan dalam sub bab
ini dengan maksud sekedar m erupakan ilustrasi yang mena-
rik dalam kenyataannya.

Sebagai usagha untuk menjaga merosotnya kewlbawaan
hukum dan tetap tegaknya kepastian hukum serita berusaha
semaximel mungkin memenuhi rasa keadilan yang ada dalam
masygarakat, oleh karenanya Pemerintah perlu meningkatkan
atau membangkitkan kembali peranaennya lembaga-lembaga ha-
kim perdamaien di desa-desa., Semuanya itu adalah dalam
rangka melaksenakan pembangunan di segala bidang inklu-
sif bidang hukum dengan harapan agar dapat diwujudkannya
suasana kehidupan masyarakat manusia yang tértib dan ten-

Teram.

3, Metodologi

Pembahasan materi yang telah tersurat dalem judul
skripsi ini, di samping mempunyei sifat yang teoritis ju-
ga bersifat prektis. Dalam arti kata suatu pengamatan
yang hanya berlaendas pikir pada hal-hal yang teoritis
murni nampsknya belumlah cukup mendekatl kesempurnaan apa-

bila tanpa ditunjeng oleh fakta atau kenyataan yeng ada.
MILER

PERP STAKAAN

1 *UNIVERSITAS AIRLANGGA" |

SURABAYA
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3.1, Sumber data.

Data yang diperoleh dari penulisan ini bersumber
dari kepustakaan, peraturan perundangan dan artikel-ar-
tikel yang dimuat di dalam harian serta majalah-majalah.
Di samping itu penulisan ini juga disertai penelitian

lapangan.

3.2, Tehnik pengumpulan data.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara de-
ngan pejabat-pejabat pemerintah yang erat hubungannya
dengan masalah yang dibahas yaitu dari hsekim-hakim Peng-
adilan Negeri, pengurus-pengurus desa dan beberapa orang

terkemuka di desa beserta sesepuh di desa-desa.

3.3. Analisa data.
Pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menganalisa
dan menyimpulkan data yang ada untuk dihubungkan dengan

peraturen perundangan yang berlaku.

4, Sistematika

Tulisgan ini disusun dengan sistematika sebagal be-

rikut:

4.1, bab I merupakan pendahuluan dengan materi yang di-
bahas yesitu menguraikan secara singkat latar belakang dan
runusannya, alasan pemilihan judul, metodologi seria sis-

tematikanya;

4.2, bab II mencoba menguraikan tentang keadaan masyara-
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kat paguyuban dan masyarakat patembayan;

4.3, bab III membahas tentang lembaga hakim perdamaian
desa, bagaimana tentang keanggotaannya, sikap dan tugas-

nyas
4.4, bab IV pembahasan bagaimena cara menemukan hukum;

4,5, bab V tiba pada suatu keputusan dan dibahas pula
mengenai kekuatan dari putusan hakim perdamaian desa ter-

sebut;

4,6, bab VI adalah penutup yang merupakan kesimpulan atas
pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan mencoba memberikan

saran-gsararl.
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BAB IT

KEADAAN MASYARAKAT HUKUM DI DESA

Di dalam alam kehidupan manusia selalu kita da-
pati bshwa untuk mencapai tujuan hidupnya, manusia ten-
tulah akan bperhubungan dengan sesamanya. Dari hubungan
ini diharapkan agar tetaﬁ terpeliharenya tiap kepenting-
an, sehingga tidak akan menimbulkan akibat yang merugi-
kan bagi yang lain. Oleh karéna itulah dibutuhkan norma-
norma mengenal tingkeh laku menusia dalam hidup bermasya-
rakat dengan bertujuan untuk tetap menjaga adanya kese-
imbangan dalam tigp kepentingan. Dalam pada itu seberapa
jauh harus dihindarkan adanya bentrokan-bentrokan, se-
hinggea skan terjaminlah suasana kehidupan dan penghidup-
an manusia yang tertib, adil, dan aman dalam masyarakat.

Dalam mencapai tujuan hidup manusia selalu berhu-
bungan dengan manusia lainnya. Ini adalah pertanda bahwa
manusia pada prinsipnya tideklah bgkal mampu bertahan
tanpa bantuan manusia lainnya. Faktor inilah kiranya
yvang mendorong manusia untuk selalu hidup dalam kelompok-
kelompok terlepas dari tempat di mana mereka beékelompok.
Berkaitan dengan hal ini maka tepatlah sekegli apa yang
dikatakan oleh Taufik Abdullah bahwa: “Setiap kelompok

sosial memerlukan pranata yang akan dapat mengatur ke-
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lanjutan hidup dan ketenteraman lcelompok”.3

Model hidup berkelompok inilah yang akan memberi-
kan warna atau corak aneka ragam adat istiadat yang ber-
beda-beda pula.

Berbicara mengenai keadaan masyarakat hukum di de-
sa, maka sesual dengan hasil penelitian saya di desa-desa
wilayah Kecamatan Rengel dan Kecamgtan Plumpang, Kabupa-
ten Tuban, maka dapat disimpulken bahwa:

keadaan masyarakat hukum di desa tampaknys sangat ku-
at sekali integritas moralnya dari tiap-tiap warga
desanya, hal inl karena dilandasi oleh sifat kegotong
royongan dan kekeluargaan serta kerukunan yang dila-
tar belakengi oleh perasasn yang senasib sepenang-
gungan., Ciri kehidupan yang demikian itu kiranya yeang
akan memberikan bentuk yang khas mengenai corgk kehi-
dupan masyarakat pedesaan dan barangkali saja itulah
vang dspat dipakai sebagai kriteria pemEeda entara
masyarakat desa dengan mesyarakat kote.

Tata kehidupan masyarakat desa yang pada unumnya
lebih mengutamakan sifat kekeluariaan dengan tanpg menge-
nal batas persoalan pribadi dan yang paling menonjol se-
kali yaitu mengenai tindakan-tindekan yang dimeksudkan
untuk tujuan memberi pertolongan terhadap orang lain sama
sekali tidak mengutamekan soal pernilaian jasa.

Segi yang lain apabila ditinjau dari sudut tata

pemerintahannya, maka hubungan antara penguase dengan

3Taufik Abdullah, "Sipil Militer di Dunia Ketiga
Sebueh Raksonomi Penganter", Prisma, No. 12, Th. IX, De-
sember 1980, h. 3.

4Wawancara dengan Kepala Desa Prambon VWetan dan
Kepala Desa Sepatrojo, Kabupaten Tuban, 25 Pebruari 1981.
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rakyat berlengsung secara tidak resmi.

Di sinilah tampak pula adanya ciri khas pola pe-
mikiran yang memberilkan gambaran ke arah sifat-sifat
yvang demokratis. Mengapa demikian, sebab berdasarkan ha-
sil pengentatan saya di desa-desa wilayahl Kecamatan Re-
ngel dan Kecametan Plumpang, Kabupaten Tuban ternyata

bahwa segala macam problematis yang timbul di masyarakat

desa tersebut selalu dipecahkan astas dasar musyawarah.

Aken tetapi bilamana keadsan menghendaki dan dirasa sa-
ngat perlu sekali karena permasalshannya menyangkut ha-
jat hidup orang banyek atau demi kepentingan umum, maka
ditempuhlah jalan keluar untuk segera mengadakan acara
"Rembuk Deéa“ atau rapat desa.

Maksud diaedakennya rembuk desa tersebut adalah
untuk mengakhiri sengketa-sengketa yang ada di desa ter-
sebut, di samping itu juga bertujuan untuk menghasilkan
suatu putusan yang sekiranya berhasil guna bagi seluruh
warga desa tersebut.

Sebagai contoh misalnya saja:

1. rembuk desa untuk memutuskan sengketa-sengketa
mengenai warisan, juel beli sawah, tapal batas
tanah pekarangan, bagi hasil (maro den mertelu)
tanagh garapan;

2. rembuk desa untuk _.membahas dan mensahkan Rencana.
Anggaren Penerimaan dan Belanja Desa (RAPBD) un-

tuk menjadi Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa

MILIK
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA™
SURABAYA
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(APBD).

Sekarang kembali pada pembicaraan mengenai pranata
atau norma~norma seperti yang telah tersebut di atas, ma-
ka yang namanya pranata atau norma tadi sudah barang ten-
tu mengandung sanksi baik yang formal ataupun informalnya.
Dalam masyarakat pedesaan ekan selalu kita dgpati adanya
dua macam hukum yang berlaku yaitu hukum tertulis dan
hukun yang tidsk tertulis atau sering disebut dengan hu-
kum adat, akan tetapi dalam kenyataannya bahwa: "hukum
tertulis itu tidak begitu terasa pengaruhnya di tengah-
tengah masyarakat desa. Sebaliknya hukum yang tidak ter-
tulis itulah yeng dominan, dar yang banyak mengambil tem-
pat di hati rakyat desa".-

Sedang hukum yang tidak tertulis (hukum adat) itu
berdasarkan hasil penelitian Madjloes dapat dibedakan la-
gi menjadi:

pertama hukum adat setempet yang secara tradisional
diturunkan dari generasi ke generasi berikuitnya, Tiap
generasi berusaha mempertahankan dan memelihara ke-
utuhan prinsip-prinsip hukum adat tersebut terutama
dari pengaruh-pengaruh yang dapat merusak prinsip-
prinsip itu. Jenis kedug hukum yang tidak tertulis
adalah hulkum kebiasaan. Yang kemi meksudkan dengan
hukum kebiasaan ialah hukum yang tumbuh dan berkem-
bang disebabkan oleh pengaruh lingkungan, misalnya
desa-desa di pinggiran kota-kota besar, sehingga da-

pat menyampingkan peranan hukum edat. MMenurut penga-
matan kami ternyata hukum kebiasaan demikian itu pada

SMadjloes, op. cit., h. 18.
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unumnya berada "di pegbatasan" antara generasi tua
dengan generasl muda.

Demikianlah sedikit uraian mengenai keadaan masya-
rekat hukum di dese& yeng kini telah menunjukkan adanya
gejala yang cenderung untuk menyimpangi berlakunya hukum
adat itu sebagaimana mestinya yang dianut oleh nenek mo-
yang ki ta atau generasi pendshulu. Padg jaman dshulu ke-
kustan hﬁkum berlakunyé hukum adat itu selalu dipertahan-
kan dan dipatuhi. Dalam hal ini Lysen berpendapat bahwa:
tadat ini bekerja dengan kekuatan yang hebat; terbukti
dari sulitnya kita menggeraskkan hati seorang ansk laki-
laki atau perempuan seorang petani untuk melanggar adat
setempat itu".7

Pehdapat yeng demikian bilaemana dikaitkan dengan
keadaan hulkum adat pada jaman dehulu memeng sangat sinkron
sekali, akan tetapi apabila dihubungken dengan kenyataan
yang sekarang ini, maka dengan tanpa sedikit mengurangi
kelebihan beliau, saya berpendapat bahwa pendapat terse-
but adalah sudah tidek cicok lagi dengan kenyataan. Ada-
pun grgumentasi saya adalah sebagai berikut: hukum itu
menurut kenyataanuya adalah tumbuh dan berkembang mengi-

kuti perkembangen masyarekat, sebagai contoh pada saat

O1pia., h. 18-19. -

7A. ILysen, Individu den lizsyaraket, cet. VIII,
Sumur Baudung, Bandung, 1967, N 2%.
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sekarang ini para pemuda dan gadis desa dalam hal menca-
ri jodoh bukan lagi terikat oleh pilihan orang tuanya

namun sebsasliknya para orang tua kini hanya tinggal mem-
berikan persetujuan atau merestui apa yang telah menjadi

pilihan anak tersebut.

1. Masyarskat .Paguyuban

Dalam hidup bermasyarakat bherdasarkan ikatan ke-
keluargaan dapat dibedzkan menjadi dua macam ikatan ke-
keluargaan yaltu masyerakat paguyuban dan masyarakat pa-
tembayan.

Baiklah sebelum tiba pada uraian mengenai apa itu
yang dimaksud dengan kedua jenis bentuk pembagian masya-
rakat tersebut di atas, maka perlu kiranya untuk dije-
laskan pula mengenai apa sesungguhnya yang menjadi mak-
na hidup bermasyarakat itu?

Henurut Soetendyo Wignjosoebroto:

hidup bermasyarakat adalah kehidupan agregatip yang
bersifat asosiatif dan koperatif, dengan catatan bah-
wa edanya asosiasi dan koperasi itu dimanifestasikan
oleh adanya spesialisasi dan komunikasi antara indi-
vidu~individu di dalam agregasi itu.

Selanjutnya Djojodiguno memberikaen batasan menge-

nai hidup bermasysrakat adalah demikien:

8Soetandyo Wignjos&ebroto, Regitat Kuliah Hidup
Bermasyarakat, Penyelenggara bahan studi Sosiologi-An-
tropologi TFakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya,
1971, h. 3.
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hidup bermasyarakat adalah hidup bersama-~gama dengan

manusia dan menghubungkan sikap, tingkah lsku dan

perbuatan dengan sikap dan tingksh laku perbuatan
orang lein. Dan di dalam perhubungan itu diharapkan
ggar magin%-masing membatasi sikapnya, tingksh laku
an perbuatannya.

Berkenaan dengan definisi tersebut di atas, maka
saya akan memberikan batasan mengenai hidup bermasyarakat
yang antara lain adalgh demikian: hidup bermasyarakat ig-
lah hidup bersama-samg antara manusia yasng satu dengan

"manusia lainnys atau kelompok yang satu dengan kelompok
yeng lainnya dengan herapan agar dalam hubungan itu gkan
terjalin suasana yang tertib aman dengan berlandaskan pa-
da "™milai-nilai yang hidup dan patuth.

Dalam definisi tersebut di atas tekanannya saya
Letakken—padariimrai~niiai=yanz=hidup dan~patut,  Hal ini
seya meksudkan bahwa dalam hidup bermasyarakat itu seyo-
gyanya menggunakan patokan pada tata nilai yang "vatut".

Dalam pada itu lalu timbul pertanysasn, apakah ki-
ranya yang harus dipakai sebagai kriteria yang vatut
itu? Jawabannya adalah sederhana saja sebab sebagal bang-
sa Indonesia yang sudah sejak dahulu kala telah mempunyai

~pandangan hidup dan dasar falsafah negara yang eksistensi-
nya tidak perlu diraguken lagi yeitu, sah, resmi yuridis

kongtitusionil menjadi dasar negara ialah Pancasila yang

9Djojodiguno, Azas-azas Sosiologi,.cet. 1V, Gajah
Mada, Yogyekarta, 1963, h. Z1.
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perlu dihayati den diamalkan oleh seluruh peri kehidupan
rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia secara bu-
lat dan utuh.

Dengan demikien daspat dicegehlah sikap atau ting-
kah laku yang kurang terpuji dan bakal mengundang reaksi
di kalangan khalayek ramai.

Tiba kini pada gilirannya apakah yang dimeksudkan
dengan masyarakat paguyuban itu?

Masyaraket paguyubén ialah suatu bentuk ikatan ke~
keluargaan di dalam masyarekat, di mana ikatan kekeluar-~
gaan itu didasarkan gtas rasa kasih sayang dan saling
tolong menolong di dslem segala tindekan dan aktifitas-
nya, valilk untuk kepentingan pribadi yang berhubungan de-
ngan persoalan—pérsoalan atau kebutuhan-kebutuhan dalam
hidup bermasyarakat.

Mesyarakat paguyuban ini sering juge disebut Ge-
meinshaft. ‘Sebagail conioh model hidup masyarakat paguyub-
an yaitu bilamana salah seorang dari warga/enggota yang
telah tergabung dalam rukun tetangga ada yang meninggal
dunia, meka para warga/anggota rukun tetangga dan kelom-
pok kekerabatan lainnya ikut hadir juga untuk memberikan
penghormatan yeng terekhir den turut serta membantu ke-
langsungen upacara kZematisn bagi keluarga yang berduka
cita.

Tata cara hidup yang demikian tadi adalah karena
didorong oleh rasa kasih sayang yang__tulus dan ikhlas.

i MILIK
PE2P STAKAAN

"UNIVERSITAS ATRLANGGA"
SURABAYA
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Dalam pada itu Soerjono Soekanto memberikan vengertian
terhadap macyarasket paguyuban (gemeinsghaft) adelah:
"Jentuk kehidupan bersama di mana angpota-anggotanya di-
ikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah
serta bergifat kekal".lo
lasyarakat paguyuban (gemeinshaft) ini menurut
sarjena barat yang bernama. Ténniegs mnempunyai beberapa .
ciri sebagai berikut:
a. intimate, artinya hubungan menyeluruh vang mesra

sekalis
b. private, artinyzs hubungan bersifat prlbaal, yeaitu

khusus unhuk beberapa orang sajas
¢. exlugsive, artinye bahwa hubunban tersebut hanya-
‘ l1ah untuk "kitag" fia dan tidak untuk orang-orang
lain d4i luar kita.
Dengan demikian dalam masyarakat paguyuban itu
masing-masing anggota masyarakat penanggung kewajiban
terhadap suatu masalah, walaupun masalah itu untuk ke-

pentingen seorang warga maesyarakat atau untuk Lepentlnaf

an bersama-sang.

2, llasyarakat Patembavan

Liasyaralkat patembeyen ini dinamakan juga Ge-
sellschaft,

yvang menurut Soerjono Socikanto merupakan ikstan la-
hir yeng bersifat polrok untulz jangka waktu yang pendek,

10 Soergono SoeVa rto, Sogiologi Sustu Pengantar,
cet. VI, Universitas Indonesia, Jakarta, 1969, h. 106.

11bia., n. 107.
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bersifat sevagai suatu bentulr dalam pikiren belaka
& p

imaginary scrta strukturnye bersifat mekanis seba-

caimana dapat diumpamakan dengan sebuah mesin.l2

g I

Kalau demiizien halnya, melia terjadinya ikatan ke-
kelucrgaan yeaing ada dalan masyarakat patembayan semata-
nata bulianleh didasarkan atas rasa kasih sayang dan to-
long menolong dalem menyelesaiken kepentingzan di antara
para wvarga masyerakatnya akan tetapi pada hakekatnya
adalah didaserkan atas perhitungan laba den rugi yang
tegasnya masyarakat yang demikien tadi cenderung untuk
bergifat komersiil. Jadi seolgh-olgh di antara pera war-
ga masyarakat itu cetu sama lain tidek ada hasrat untuk
saling mengenal, legi pula satu scama lain mengenggepnya
sebagal orang asing. Jadi tiap anggota masyarakat itu
hanya bergerak untuk kepentingannya sendiri dalam  men-
cari keuntungan.

Sehubungen dengan draien di atas Soerjono Soekan-
to menyoroti keadsan yang berbeda antara gemeinschaft

dengan gesellschaft yaitu:

keadaan yang agak berbeda akan dijumpail Gesellschaft,
di mana terdapat public life yang ertinya sdalah bah-
wa hubungannya bersifat untuk semug orang; batas an-
tara "kita" dengan “bukan kita" kabur. Pertentangan
vang terjedi antara enggauta-anggautanya dapat diba-
tasi pada bideng-bidang tertentu, sehingga suatu
persoaolan dapat dilokalisir.l3

L4

22roda., W Ioe

31vid., . “108. 7,

-
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Dalam masyaraekat patembayan ini nampzak sekali akan
adanya kesadaran para anggautanya mengenai hak dan kewa-
Jibannya. Dalam wujudnya terutama terdapat di dalam per-
hubungan perjanjian yang berdasarkan ikatan timbal balik
miselnya saja ikatan jual beli, orgenisasi dalam suatu
pabrik dan industri.

Di sini kewajiban seseorang skan menjadi hampa apa-
bila tidek dihadapi dengan hak lawannya untuk menuntut
agar dia menunaiken kewajibannya misalnya saja, kewajiban
seseorang penjual untuk menyerahkan kepada si pembeli ba-~
rang yang telah dijualnya, akan tetgpi menjadi hampa bi-
lamana tidak dipenuhi/dihadapi dengen hak si pembeli un-
tuk menuntut barang itu dari si penjual. Sebaliknya kewa-
jiban si pembeli untuk membayar harga barang yang telah
dibelinya itu akan menjadi hampa bilamana tidak dihadapi/
dipenuhii dengan hak si penjual untuk menuntut pembayaran-
nya. Juga kewajiban seorang pemilik saweh yang telah se-
lesai dikerjakan oleh orang lain, untuk membayar ,ﬁpah
kepada orang yang mengerjekan sawah tadi sebagai imbalan
atas jerih payahnya.

Masyarakat patembayan (gesellschaft) ini dapat di-
amati dalam tata cara hidup masyarakat desa yang sudah
maju. Sehingga rasa kekeluargaan antara warga desa itu
sudah mulai nampak menipis bahkan sudah tidak ada sama

sekeli.
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BAB III

LEMBAGA HAKTII PERDAIATAN DESA

Lembaga hakim perdamaian desa adalah suatu bentuk
pengadilan yang tidak formal dan adanya hanya di desa-~de-
sa yang hampir merata di seluruh wilayah kepulauen Indo-
nesia. Lembaga;hakim perdaﬁaian desa ini bertugas menye-
leseikan dan mendamaiken suatu perselisihan/sengketa di
antara anggota masyarakaet di desa, baik perkara perdata
maupun perkara pidana yang kecil-kecil, di samping itu
juga sebagal aparatur pemerintah pada tingkat desa dengan
sendirinys bertugas pula melaksanakan perintah/instruksi
dari atasannya yang dalam hal ini adalah Camat, serta
merta harus tetap selalu memelihara norma-norma soslal.
Mengapa demikian? Sebab pada proses kehidupan manusia
sejek dia lahir hingga mati akan selalu dihadapkan kepadsa
aturan-aturan yang dipekai dan diakui oleh masyarakat se-
bagai hal-hal yang benar, kurang benar atau keliru dalam
cara bertingkeh laku.

Berbicara mengenai lembaga hakim perdamsian desa
ini, ¥r. J.H. Scheers cs., memberikan catatan pada pasal
120 a, bahwe:

pasal itu dihapuskan menurut UU Darurat Ko. 1/1951.
Ini adalsh suatu kekeliruan, sebab di dalam pasal 1
ayat 3 UU Darurat tersebut dengan terang dinyatakan,

bahwa penghapusan macam-macam pengadilan yang terse~
but dalam ayat 1 dan 2 pasal 1 itu, sedikitpun tidak

19
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mengurengi hak kekuasaan yang sampai selama ini telah
diberikaen kepada hakim-hakim perdamaian di desa-dessa
sebagaimang dimaksud delam pasal 3a Rechterlijke Or-
ganisatie.l4

Adapun bunyi lengkapnya pasal 1 UU Darurat XNo.l/

1951 adalanh sebagai berikut:

ayat 1. pada saat peraturan ini mulei berlgku, diha-

puskan:

a. Mehkamgh Justisi di llakasar dan alat Penuntut Umum

- padanyas; |

b. Appel-raad d4i llakasar;

c. Appel-raad di kedean;

d. segala Pengadilan Negara dan segala Landgerecht
(cara baru), dan alat penuntut umum padanya;

e. segala Pengadilen Kepolisian dan glat Penuntut
Umum padanya;

f. segala Pengadilan Magistraat (Pengadilan Rendah);

g. segala Pengedilan Kabupaten;

h. segala Raad Distrik;

i. segala Pengadilan Distrik;

Jj. segala Pengadilen NMNegorij;

ayat 2. pada saat berangsur-angsur skan ditentukan

oleh Ilenteri Kehakiman, dihapuskan:

a. segala pengadilan Swapraja (Zelfbestuursrecht-
sprask) dalam Negara Sumatera Timur dahulu, kare-
sidenan Kalimantan Barat dahulu dan Negara Indone-
sia Timur dehulu, kecuali Peradilan Agama jika
peradilan itu menurut hukum yang hidup merupsakan
bagian tergendiri dari peradilen Swapraja;

b. segala Peradilan Adat (Inheemse rechtspresak in
rechtsreeks bestuurd gebied), kecuali peradilan
Agama jika peradilan itu menurut hukum yang hidup
merupakan suatu bagian tersendiri dari peradilan
Adat;

avat 3. ketentuan yang tersebut dalam ayat 1 tidak
sedikitpun juge mengurangi hak kekuasaan yang sampail
selama ini telah diberikan kepada hagkim-hakim perda-
maian di desa-desa sebagaimana dimaksud dalam pasal
3 a Rechterlijke Organisatie;

ayat 4. pelanjutan peradilan Agama tersebut di atas
dalam ayat 2 bab a dan b, akan diatur dengan Peratur-
an Pemerinteh,
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Jadi mengenai pasal 1 ayat 1 dan 2 yang telah ter-
sebut di atas, sedikitpun tidak mengurangi hak kekuasaan
yvang sampali selama ini telah diberikan kepada hakim per-
demalan di desa-~desa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3a
Rechterlijke Organisatie. Dengan demikian dapat\gikaﬁakan

A
vehwa lembaga hakim perdamaian dese ini berlaku ssh dan
diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia, dengan dasar
perpijekannya adalah pasal 1 ayat 3 UU Darurat No.l/1951.
Dalam hal ini Wirjono Prodjodikoro memberikan keterangan
sebagai berikut: b
perlu diketahui juga adanya pasal 3a RO (Regelement
op de rechterlijke Organisatie), yang pada zaman Je-
pang dan zaman Republik Indonesia selalu dipertahan-
kan, sampai sekarang juga. Pasal ini menyatakan, bah-
wa di desa-desa pade beberapa deerah di Indonesia ada
hekim-hakim perdemeian desa, terdiri dari anggauta-
anggauta Pengurus desa atau beberapa orang-orang tua
di desa itu. Pasal 3a RO menamskan hakim-hakim perda-
maian desa ini “dorpsrechter" (= Hakim desa).

Berdasarkan pada bunyi pasal 3a RO ayat 1 bahwa
perkara yang menurut hukum adat termasuk kekuasaan hakim-
hakim dari daerah hukum kecil~kecil (hakim desa) tetap di-
adili oleh hakim-hakim tersebut.

erhadap pasal ini janganlah lalu menimbulkan ke-
san atau anggepan bahwa mengenai perkara-perkara yang di-

maksudkan oleh pasal 3a RO ayat 1 ini muilak menjadi we-

wenang hakim desa. Sebab apabila kita mau bertolak pade

15Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di In-

donesia; cet. IV, Sumur Bandung, Bandung, 1962, h. 40.
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bunyi pasal 3a RO ayat 2, maka anggapan yang demikian ta-
di sudah barang tentu tidak dapat dibenarkan oleh karena
bagi pihak yaeng bersengketa tidaklah ada keharusan untuk
mengajukan perkaranya pada hakim desa. Dengan demikian
nampek semakin jelasleh kedudukan dan fungsi hakim per-
damaian desa ini, begitu pula mengenal keputusannya. Ter-
hadap hasil keputusan hgkim perdamaian desa ini, apabila
ada pihak yang merasa kurang puas masih terbuka kesempat-
an untuk mengajukan perkara tersebut ke tingkat pengadil-
an negeri. Hal ini dapat dilihat pada pasal 120a HIR
yeng berbunyi:
1. jika tuntutan yang dimasukkan itu berhubung dengan
perkara pengedilan yang sudah diputuskan oleh hakim
desa, penggugat harus menyebutkan isi keputusan itu
delam tuntutannya; kalau dapat, selinan keputusan itu
disertakannya juga;
2. pada waktu atau sesudah tuntuten itu diterima atau
pada permulaan persidangan, naka ketua pengadilan
negeri memperingatkan kepada penggugat zkan kewajiban-
nya yang diterangkan dalam ayat 1 tadi itu.

Pasal tersebut di atas tidaklah menyatakan bahwa
apabila menurut pendapat hakim pengadilan negeri, perkara
perdata yang diajukan itu menurut hukum adat masuk kekua-
saan hakim perdamasian desa, maka perkaranya harus dikem-
balikan untuk diputus lebih dulu oleh hakim desa, namun
pasal tersebut hanya menyinggung soal telah pernah dipu-
tuskannya perkara tersebut oleh hakim perdamaian desa

berikut keputusannye untuk dilampirkan dalam gugatannya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa keputusan hakim perda-

maian desa itu hanya akan dipakal sebagai pedoman dan
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pegangan bvagi hakim pengedilan negeri dalem hal akan
menjatuhkan putusan.

Dengan demikian begi pihak yang bersengketa untuk
mengajukan perkaranya itu pada hakim perdamaian desa
tersebut sifatnya adalah manasuka. Jadi terserash pada
mgsing-masing pihak yang bersangkutan. Hal ini disebab-
kan karena hekim desa itu adalah bentuk vengadilan menu-—
rut hukum adat yang bperfungsi untuk mendamaikan perseli-
sihan-pergelisihan dan pertikaian-pertikaien di antara
warge desa. Hanya saja dalam hal ini yang perlu diingat
ialah bahwa hakim-hakim desa dilarang menjatuhkan putus-
an yang bersifat memberi hukuman.

Hukuman yang dimaksudkan adalah yang teleh tercan-
tum delam titel IT dari buku I KUHP, Jadi keputusan hakim

decza itu pada umumnya hanya bersifat mendameikan.

Memang kalau dilihat secara sepintas kilas dengan
mendalihkan tidak sdanye keharusan bagi pihak yang ber-
sengketa untuk mengajukan perkaranya kepada hakim perda-
maian desa, make status dan fungsi serta eksistensinya

'1embaga hakim perdamaian desg tidaklah begitu relevan.

Walau demikian dalam prakteknya sangatlah membantu hakim
pengadilan negeri terutama dalam menghadapi scungketa-seng-
keta yang dimintakan keputusan pengadilan negeri, apabila
sengketa-sengketa itu secara yuridis formil belum ada
ketentuan-ketentuan yang mengaturnya.

Untuk itu saya berpendapat bahwa, alangkah bailmya
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apabila pihak yang bersengketa sebelum sampal melanjutkan

perkgranya pada tingkat pengadilan negeri perlulash kira-

nya untuk dimintekan keputusan lebih dahulu pada hakim

perdamaian desa.

Adapun alasan saya adalah sebagai berikut:

1‘

Skripsi

kalau seendainye perkara itu sudah dapat diselesaikan
di tingkat desa, dalam arti berhasil didamaikan oleh
hekim perdamaian desa, maka hal ini tentunya akan mem-
bawa keuntungan bagi pihak-pihak yang bergengketa oleh
karena tidak perlu harius mengeluarkan banyak uang un-
tuk ongkos persidangan atau ongkos perkara (dasar per-
timbangan vang bersifat ekonomisg);

bilamana tidak dapat didamaikan pada tingkat desa pada
prinsipnya juge tidak ada ruginya, oleh karena putusan
hakim perdamaian desa tersebut, apabila sampai terjadi
gugatan di tingkat pengadilan negeri 1lalu dilampirkan
pula salinan keputusan hekim perdamaian desa tadi, hal
ini jelas akan dipakail sebagai bahan pertimbangén oleh
hekim pengadilan negeri dalam hal akan menjatuhkan pu-
tusan. llengapa demikian? Sebab pada umumnya hakim
pengadilan negeri itu kurang begitu banyak mengetahui
dan mengerti akan hukum yang hidup dalam masyarakat
desa, berlainan sekali dengan hakim perdamaien desa
vang memang sehari-harinya mereka selalu bergumul di
tengah-tengeh kehidupan dan penghidupan masyarakat pe-

desaan yaitu pihak-pihak yang bersengketa berdomiscili.
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Dengan demikian dipendang layak dan logis apabila ha-
kim desa itu lebih mengetahui dan menguasai tentang
situasi dan kondisi hukum adat (hukum yang hidup)
yang berlasku di desa-desa tersebut.

Dzlam hal ini sebagai penguat dari alasan saya
tadi baiklah akan saye tempilkan pula sebuah contoh ke-
putusean Mahkemah Agung mengenail sengketa tentang tanah
sawah melalui putusannya tanggal 8 Januari 1958 Reg-Ho.
307 K/Sip/1956 (lihat lampiran 1).

Dengan demikian dapatlah kiranya disimpulkan bah-
wa keputusan hakim perdamaian desa itu pada umumnya skan
digunakan sebagai pedoman Bagi hakim pengadilan negeri
dalam memutus perkara yang diajukan ke pengadilan negeri
apabila dilampiri berkas-berkas keputusan hakim perdamal-
an desa tersebut., Wamun demikian putusan desa khusus me-
ngenal sewah mulai dikeluarkannye Keputusan Ilahkamah
Agung seperti yang telah tersebut di atas, adalah merupa-
kan suatu keharusan bagi hakim pengadilan negeri untuk
menguatkan apa yang telah pernah diputuskan oleh hakim
perdamaien desa. Hal ini berarti bahwa putusan hakim per-
damaian desa tentang sawah tidak dapat dibatalkan oleh
pengadilan ﬁegeri sepanjang tidak didepatken bukti yang

sangat kuat.

1. Keanggotaen lakim Perdamaian Desa

Hekim perdemaian desa ini anggotanysa terdiri dari
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semua pengurus desa daen beberapa orang terkemuka di desa

ditambagh dengan beberepa sesepul desa.

Sekareng siapa sajakah yang mendapat sebutan seba-

gai pengurus desa itu? Pengurus desa yaitu orang-orang

yeng mendapatkan tugas dari pemerintah untuk mengurus ja-

lannya pemerintahan di desa. Pengurus desa itu terdiri:

e

€

seorang kepala desa yang bertugas memimpin lang-
sung segala aneka ragam urusan desa. Istilah yang
lain untuk kepala desg ini iaglah Petinggi atau Lu-
rah. Inilsh nantinya yang akan bertindak sebagai
hakimnya apabila ada sengketa atau percelisihan
antara warga desa tersebut;
seorang Carik yeng berstatus sebagei sekretaris
desa dengan tugas menangani administrasi desa. Ca-
rik dalam acars persidangan bertindak sebagai pa-
nitera; i ‘
Kamituwo edalah wakil kepala desa di mana yang di-
beri tugas memimpin bagian wileyah-wilayah desa
(Duikuhan). Pengertian wakil kepala desa dalam hal
ini adalah bsghwa ia diberi vewenang untuk mengatur
dan mengkoordinir dukuhamnnya sendiri dan adanya
pendelegasian wewenang dari kenals desa kepadanya
apabila kepala desa terscbut pergi atau berhalang-
an; 4 .
beberapa orang lodin yang bertugas:
1. memimpin upacara kematian;
2. memimpin upacara keagamaan misalnya saja selamat-
ans; \
3. mengurusi niksh, talak, rujuk dan fasach;
Kebayan bertugas menyampaikan perintah-perintsh
yang datangnya dari kecamatan via kepala desa un-
tuk dipampeikan kepada semua warga desa;
Jagabaya (Kepetengan) yang bertugas menjaga keter-
tiban dan keamanan desa dengan dibantu oleh bebera-
pa petugas hansip yang mendapat tugas secara bergi-
liran;
Jagatirta (Palabanyu) bertugas mengatur jalannya
pembagian air untuk warga desa balk pengairan yang
ada di sawah atau di tanah pekarangan.

16Wawancara dengan Pengurus Desa Prambon Vetan,

Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, 1 liaret 198l.
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Selanjutnya siapa pule yang disebut dengan orang
terkemuka di desa itu? Orang terkemuka di desa ialah
orang yang berpengalaﬁan dalam bidang tertentu yang pada
umumnya. mereka itu adalah pegawsi negeri baik sipil atau
ABRI yang berstatus masih aktif maupun yeng sudsh pensi-
un misalnya saja:

1. pegavial Pemerintgh Daersh yang bertempat tinggal

di desa;
2. anggota Polri atau Koramil yang bertempat tinggal
di desa; 17

3. guru yang bertempat tinggal di desa.

Akhirnya siapa pula yeng disebut sesepuh desa itu?
Sesepuh desa adalah beberapa orang tua dari penduduk asli
atau orang yang telah banyak pengalaman tentang seluk be-
luk desa khususnya mengenal adat kebiasaan yang masih
berlaku di desa tersebut. Sesepuh desa ini biasanya ter-
diri:

1. ex Xepala desa yang diberhentikan dengan hormat
karena telah habis masa jabatannya atau karena su-
dah lanjut usia yang sering dijuluki sebagai "Lu-
rah Dongkol™;

2. orang yeng mengajarkan ajaran agama dan khusus
untulk orang Islam dinamakan "Kiyail';

3. orang yang kembali ke desa asal mulanya karena
pensiun yang akhirnya menetap di desa itu.
Demikianlah sedikit uraian mengenai keanggotaan

hakim perdamaien desa den bila sedang bersidang maka ber-
kumpullah para anggota hakim perdaemaian desa tersebut da-

lam bentuk susunan majelis yang dipimpin langsung oleh

171bid.,
18

Tbid.

- £
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kepala desa dengan dibantu anggota yang lain dengan tugas
dan fungsinyea magsing-masing.

Di sini telah nampak adanya suatu Jjob diskription
yang repi dan terkoordinir untuk tingkat pemerintahen di

desga.

2, Sikap Hakim Perdamaisn Desa

Sebagal bahan pembanding baiklah kita soroti lebih
dulu bagaeimana sikap hakim pengadilen negerl dalam menyi-
dangkan perkara baik perkara perdate maupun perkara pida-
na. lMengenai dua macam perkara tedi bagi hakim pengadil-
an negeri selalu harus menuruti ketentuan~ketentuan yang
telah ada dalam hukum acara yaitu HIR. damun dalem pro-
sesnya kedua jenis perkara itu adalah berbeda, sebab da-
lam acara perdata hakim dapat bersikap pasif dan bisa ju-~
ga bersikap aktif. f

Hakim perdata bersikap pasif gpabila pihak-~pihak
vang bersengketa sudall ada kuasanya, maka para pihak je-
las telah mengerti hukumnya, sehingge dalam heal ini hekim
bertindak sebagai pemimpin sidang (wasit).

Sedangkan sikep aktifnya hakim perdata apabila pi-
hak yang bersengketa itu adalash awam dalam bidang hukum
(tanpa kuasa), malka hakim harus menunjukkan proses jalan-
nya persidangan;

Sikap hakim perdata yang demikiesn tadi sudeh be-

rang tentu berbeda dengan sikap hakim pidana, sebab hekim
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pidana selalu harus bersikap aktif oleh karena kebenaran
yeng dicarinya tidak hanye cukup diperoleh dari alat-alat
bukti yang sah menurut Undeng-undang saja, namun harus 4i-
sertai dengan keyskinan hakim (kebenaran materiil).
Dalam pada itu perlu kiranya saya ketengahkan pula
pendapat Supomo bahwa:
berlainan dari peda sistem Reglement Rechtsvordering
yang pada pokoknya mengandung prinsip: passiviteit da-
ri hakim, Reglemen Indonesia mengharuskan hakim untuk
aktif dari permulaan hingga akhir proses, bahkan sebe-
lumnya proses mulai, yaitu pada wsktu penggugat mema-
Jjukan gugatnya, hakim telah berhsk memberi pertolong-
an kepadanya (pasal 119) sedang setelah proses bera-
khir hakim memimpin eksekusi (pasal 195).1
Menanggepi pendapat tersebut di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa menurut Supomo hakim perdata juga ber-
sikap aktif. Untuk itu sebetulnya bagi kita yang kurang
mengerti akan arti kata tersebut Jjeanganlah lalu kita te-
rime secara leterlijke begitu saja sebab nanti akan mem-
binggngkan kita sendiri karena peda umumnya hakim dalam
perkara perdata adalah versikap pasif.
Nampaknya tidak demikian halnya dengan proses per-
adilan desa. Dalam mengadili suatu perkara atau sengketa,
. peradilan desa tidak diatur oleh sesuatu peraturan ter-

tentu sebagaimana halnya dengan acara pade peradilan umum.

Oleh karena itu proses peradilan desa adalah didasarkan

1SSupomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan HNegeri,

cet. V, Pradnya Paramita, Jakarta, 1972 (selanjutnya di-
singkat Supomo I), h. 17 dan 18,
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pada kebijaksenaan hakim perdamaian desa. Dalam hal ini

dapat ditarik sustu kesimpulan bahwa hakim perdamaian de-

sa dalam beracara adalah bersikap aktif, adapun sebagai

argumentasi atau dasar hukumnya ialah:

Skripsi

1.

pasal 13 HIR;

1. kepala desa akan berikhtiar supaya penduduk de-
senya tetap dalam ketenteraman dan kerulkunan serts
akan membuang segala sesuatu yang boleh menyebab-
kan perselisihan dan perbantahan;

2. perselisihan yang kecil~kecil yang semata-mata
hanya tentang kepentingan-kepentingan penduduk de-
sa saja, seboleh-~-bolehnya hendaklah diperdamaikan-
nye dengan tidek berpihak kiri kanan dan dengan
semupekat orang tua-tua dese itu;

pasal 14 HIR;

"apabila hakim perdamaian dega tidak bisa berhasil
mendamaikan pihek-pihak yang beperkara, maka jika
perkaera itu sedemikian pentingnya bagi ketertiban
desg, hendaskleh perkara itu diselesaikan";

hakim perdemaian desa ini dalam menjatuhkan putus-
annya selalu berpedoman pada hukum adat. Pada hal
hukum adat itu sendiri tumbuh dan berkembang meng-
ikuti perkembangan masyarakat, sehingga penetapan-
penetapan hukum adat pada wektu yang lampau sudah
barang tentu tidak dapat diterapkan pada gcituasi
den kondisi yang seperti sekarang ini. Tumbuh dan
berkembangnya hukum adat sesuai dengan perkembang-
an masyarakat tersebut, maka mau tidak mau hakim

perdamaien desa dalam menjatuhkan putusannya harus-

lah mempertimbangkan lebih dulu apakah putusan tadi
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sudash sesual dengan lingkungan masyarakatnya. Ja-
di dalam hal ini hakim perdamsian dega itu harus
mengikuti perkembangan masyarskat di sekitarnya
guna nmengadakan penyesuaian atau penetapan hukum
edat yang selalu berubazh mengikuti perkembangan
masyareskat;

4. karena apabila hakim perdamaian desa menjatuhkan
putusan, hendaknya tidak hanya mengatur mengenai
perkara yaeng dihadapi saja, akan tetapil hékim per-
damaian desa juga harus memperhitungkan segala
akibat atau reaksi yang mungkin timbul sehubungan
dengan putusan atas perkara yang ditangani.
Demikienlah argumentasi yéng dapat saya ketengah-

kan ates sikap ektifnya hakim perdamaian desa dalam hal
mengadili perkara atau sengketa yang timbul di wilayah

hukum desanya.

3. Tugas Hakim Perdamgian Desa

Tugas hekim perdameien desa ialeh menyelesaikan
atau mendamaikan perselisihan yang terjadi antara pendu-
duk di desa itu baik perkara perdata maupun perkara pi-
dana kecil-kecilan.

Baiklah di bawah ini gkan saya tampilkan beberapa
contoh menéenai tugas dari hakim perdamailan desa yaitu:
a. mendamaikan perselisihan para warga desa yang disebab-

kan karena adanya salah pengertian((misﬁndéisfggding)fj

— le———
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hingga sempel terjadi perdebaten yang berakhir dengen
suatu perkelaian;

perselisihan di antara venduduk desa yang disebabkan
karena pembagian air untuk persawzhan, yang kadang ka-
la atau sering sampai terjadi penganiayasan ringan atau
berat den bahkan terjadi pembunuhan;

turut serta memutusken pembagian warisan;

mendamaikan sengketa mengenai hutang piutang, perjan-
jian jual beli, perjanjian kerja (maro, mertelu) atas
penghasilan sawanh. Di samping itu juga bertugas membe-
ri kesaksian apgbila sedang berlangsung jual beli me-
ngengil benda bergerak atau benda tak bergerak, hal ini
dimaksudkan agar nantinya epabila di belakang hari
terjadi heal-hal yang tidak diinginkan, maka hal itu
dapat digunakan sebgagail alat bukti;

menyelesaiken perkara pidgna kecil-kecilan. Yang di-
maksudkan perkara pidana kecil-kecilean yaitu misalnya
saja ada seorang warga desa mengambil buagh-buahan di
ladang milik tetangganya skan tetapi sebelum berhasil
mengambil sudah ketahuan lebih dulu oleh pemiliknya
dan tertengkap, meka oreng tersebut bilamana diserah-
kan kepada kepala desa yang bertindak selaku hakim
perdamaian deca harusleh memberikan keputusan. Dalam
ral ini putusannyas hanyaleh bersifat mendamaikan dan
bukanlah bersifet menghukum.

Di samping mendamaikan persoalan yang terjadi di

PERANAN HAKIM PERDAMAIAN DESA MASDU



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

33

. .
desa, hakim perdamalan desa juga bertugas memelihara per-
aturan hukum adat yang masih berlgku di desa itu, misal~
nya saje;

1. di dalam tata susunan mesyaraket desa di Jawa di-
kenal adanya:

1.1. kuli kencong (gogol kenceng) yaitu golongan
warga desa yeng berkewajibén penuh ‘terhadap
segale "Gawe desa';

1.2. gogol kendon yeng berkewajiban memikul separo
gawe desa;

1.3. orang tua dan anak-anak yang belum cukup umur
yveng dibebaskan dari gowe ~ desa.

Apekah yeng dimaksud dengan gawe desa itu? Gawe
deéa ialah: segala pekerjaan demi untuk kepentingan desa
ateu untuk kemgjuan desa dan keamanan di desa. Sebagal
contoh yaitu, gugur gunung untuk membangun belai dess,
masjid, jembatan, dan sebagainya; kerja bakti membersih-
kan jalan umum, parit, tanah kuburan, dan lain-lain; segi
keamenan mendapat giliran jaga/ronde malam;

2. adanya sedekah bumi, yang biasenya dilakukan d4di
tempat-tempat yang keramat/anker misalnya saja, di
kuburgn umum, sumber air (sendang) dan lein-lain.
Mengenai sedekah bumi ini ada beberapa pihak yang

berusgha memindahken dari tempat-tempat yang kerasmat tadi
ke tempat-tempat seperti masjid dan langgar.

Demikian beberapa tugas haskim perdamaian desa
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yaitu untuk mendamgikan perselisihan-perselisihan yang
terjadi antara nara warga desa serta merta menjaga ke-

murnian hukum adat dan tata nilai yang sudah merupskan

warisan dari nenek moyang hingga sekarang ini. Di dalam
menjalanikan tugasnya tadi hakim perdamaian desa selalu
berpedoman pada hukum adat dalam segala tindekannya, la-
gi pula dalam meiaksanékan hukum adat ini selalu memper-
hatikan perubahan dan perkembangan masyarakat serta tim-

bulnya perasaan hukum yang baru.
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BAB IV

CARA MENEMUKAN HUKUII

Hekim perdamaian desa dalam menangani suatu perse-
lisihan atau sengketa pada langkah awalnya haruslah me-
nentukan_lebih dulu apakah telah terjadi perbuatan—perbu;
atan yang melawan hukum, baru kemudian menentukan apgkah
benar telah ada suatu hukum (hukum adat) yang dilanggar.

Dengan landas pikir yang diperoleh dari keterangan
yang diperdebatkan oleh kedua belah pihgk yang bersengke-
ta dengan ditunjang oleh keterangan yang disampaikan para
saksi dan diperkuat pula oleh alat-alat bukti yang gah
menurut undang-undang, maska hakim perdamaian desa harus
menemukan dan menentukan peristiwa-peristiwanya. Pada
akhirnya ditentukan pula mengenai peraturan hukum apakah
yang menguasal persengketaan antara kedua belah pihak.
Tampaknya hal ini cocok sekali dengan apa yang telah per-
nah dikataken oleh livedjono selaku Ketua lMahkamah Agung
behwa: "Hakim itu bukan hanya membawa undang-undang, te-
tapi hakim hsrus mengadakan perluasan hukum dia harus
mengadakan penemuan hukum dan mengadakan penyempurnaan

hukum. Tentunya dengan segeala resikonya“.zo

20Moedjono, "Dengan Eka Fkitikad dan Tri Laksana",
Kompas, 14 Pebruari 1981, h. XIT.

35
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Beranjak pikir pada pernyataan ZKetua lMahkemah
Agung tersebut di atas, maka tidak ada alasan bagi hekim
untuk menolak perkara yang diajukan padanya dengan men-
delihkan belum atau tidek ada hukum yang mengaturnya.

Di dalam hukum acara perdata berlekulah suatu
doctrin "Ius Curia Novit" artinya bahwa hakim dienggap
tahu akan pereturan hukumnya.

Menurut dasar perundang-undangsn negara kita di
samping dikenal adanya hulkum yang tertulis, juga ada hu-
kum yang tak tertulis (kukum adat). Bagi hukum yang ter-
tulis sudah barang tentu tidak ada masalah sebab segala-
nya dapat ditelusuri dari undang-undang atau hukum posi-
tif, Nomun tidak demikian halnya dengan hukum adat. Da-
lam hukum adat jelas akan timbul permesalahan, sebab ba-
gaimana halkim dapat mengetahui isinya hukum adat sedang-
kan hukum adat itu sendiri padas umumnya berlakunya di
desa-desa, oleh karena itu sangatlah dihargpkan ikut ser-
tanya hakim perdamaian desa untuk membantu Pengadilan ne-
geri dalam hsal usaha menggsli dan menemuken hukum ataw
tata nilai yang hidup di kalangan masyarakat pedesaan,
karena merekalah pade prinsipnya yang setiap harinye ose-
lalu bergulst dengan norma-norma yang hidup dan berlaku
dalam masyarakat desa.

Berkaiten dengan permasalahan di atas Supomo bexr-
pendapat bahwa:

dengan tiap-tiap putusennya hakim memperkuat peraturan
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hukum yang berlaku dan yang tidak tertulis. Illungkin

terhadap suatu soal hakim tidak menemui suatu pera-

turan, sebab soal itu adalah sosl baru bagi masyara-

kat yang bersanglkutan. Dalam hal demikian hakim wa-

Jib memberi putusan dalam rangka sistem hukum adat21
yang hidup di dalem dserah hukumnya hagkim tersebut.

Dalam hal menemukan hukum adat, sehubungan dengan
sengketa yang sedang diadili, hakim pengadilan negeri ti-
daklah terikat oleh ketentuan-ketentuan tentang pembukti-
aﬁ dalam HIR, tetapi hakim adalah bebas dalam arti tidak
dibatasi oleh undang-undang. Dalam hal ini hakim perdamai-
an desa apabila sedang mengadili suatu sengketa prosesnya
hampir ada elemen persamaannya, malahan boleh dikatakan
lebih bebas lagi kerena tidak dikenal adanya hukum perda-
ta Tormil maupun hukum pidana formil lagi pula tidak ter-
ikat oleh HIR.

Yang menarik untuk diperbincangkan dalam persoalan
menemukan hukum ini edalah apa yang kita kenal dengan na-
ma "Precedent". Di sini hakim sebagai tumpuan herapan ba-
gi pencari keadilan merasa dituntut oleh tanggung jawab
yvang berat, baik oleh masyarakat, negara maupun Tuhan Yang
Maha Esa, oleh karena tanggung jawab hakim adalah ganda
yvaitu, dunie dan akherat, maka hakim tidaklah harus ter-
iket oleh precedent. Dalam hal ini yeng penting adalah

bahwa hakim harus dapat memenuhi rasa dan cita-cita keadil-

an yang sangst didambakan terwujudnya dalam masyarakat.

21Supomo, Bab-beb Tentang Hukum Adat, Universitas,
tanpa tahun (selanjuinys disingkat h. 36. ;
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Berxaitan dengan hal tersebut akan seya ketengsh-
kan pendepat Ter Haar mengenai precedent yang antera la-
in adalah demikian:

bahwa dia (untungnye karena ia tidak terikat Formeel
pada sesuatu keputusan yang dahulu atau “"precedent')
dalam perkara-perkara yang sama baru boleh (tapi ju-—
ga lantas harus) memperkuat keputusan-keputusan yang
dahulu-dahulu itu hanya bilamana keputusan itu ter-
nyata dapat dipertahankan; yaitu dapat dipertshan-
kan sesudahnysa diujinya atas seluruh sistemnya hukum
adat sebagaimana yang bersambung dengan kenyataan so-
sial (Sociale Werkelijheid), sehingga hukum adat itu,
vang tak ada hentinya berubah-ubah dan yang dalam ke-
putusan dahulu~dehulu mungkin mendapat tafsiran yang
"salah" seleanjutnya diuji atas syarat-syarat perike-
manusiaan yang harus dipenuhi bila hakim berkehendak
memberi keputusan yang dia depat mempertanggungjawab-
kannya.22

Berdasarkan pendgpat tersebut 4i atas dapatlah ki-
rénya dijelaskan bahwa apabila ada sengketa yang sama se-
harusnya diperlakukan hukum yang sama pula. Oleh karena
apa yang telah menjedi keputusan hakim adelah merupakan
implementasi dari pada hukum yang terkandung di dalamnya.
Di sini nampaklah bahwa hakim adalagh terikat pula oleh
putusan yang telah lampau.

Dalam hal ini Soedikno berpendapat bahwa:

hakim di Indonesia pada prinsipnya tidak terikat pa-
da putusan pengadilan yang telah dijatuhkan terhadap
perkara yang serupa, berlainesn dengen di Inggris den

Amerika yang menganut prinsip "the binding Torce 053
precedent" %kekuatan mengikat dari pada precedent).

22Ter Haar, Asas-asas den Susunan Hukum Adat,
terjemshan K. N¥g. Soebakti Poesponoto, cet. IV, Pradnya
Paramita, Jakarta, 1960, h. 236.

23Soedikno Mertokusumo, op. cit., h. 45.
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Jadi dengan demikian pade azasnya hakim di Indone-
sia tidak terikat oleh putusan-putusan pade waktu yang
sudah lampau, nemun demi kepastian hukum maka hekim ren-
dahan dalam prakteknya nampak selalu terikat padsa yuris-
prudensi atau dengan perkataan lain bahwa putusan hakim
yang berkedudukan setingkat lebih tinggi akan selalu di-
jedikaen bahan pertimbangan oleh hakim yang setingket ber-
ada di bawahnye. Dengan demikian Jurisprudensi adalah me-
rupgpkan sumber yang penting bagi hakim untuk menentukan
hukum.

Kasih berkisar padea pemnbghasan mengenai cara mene-
mukan hukum, maka perlu dipertanyakan pula mengenai apakah
vang menjadi sumber-sumber untuk menemukan hukum itu?

Sumber-sumber untuk menemukan hukum iglah: Undang-
undeng, putusan desa, pendapat para ahli dan kepala adat
serta putusan-putusan pengadilen (F¥urisprudensi).

Dengen tanpa mengurangi erti pentingnya sumber hu-
kum yang lainnye dalam kesempatan ini yang ingin saya so-
roti adalah mengenai putusan desa. Hal ini nampaknya me-
narik sekali untuk dibicarakan mengingat erat sekali ka-
itannya dengen judul karangan yéng telah saya pilih.

Contoh konkrit delam rangke menggali dan menemukan
hukum yang bersumberkan pada putusan desa yaitu, putusan
Mehkamah Agung tanggel 21-6-1958 Reg., No. 149K/Sip./1958
yvang berisiken larangan bahwa pengadilan negeri dinyata-

kan tidek berkuasa merobah atau membatalkan putusen desa
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mengenai sawah pekulen dan untuk lebih detailnya (lihat

lampiran 2).

Llelihat kenyataan yeng demikian tadi daepatliah ki-
ranya ditarik suatu kesimpulan betapa pentingnya produk
hakim perdamaian desa hingga pada puncak tata urutan per-
adilan di Indonesia yaitu liahkamgh Agung telah mengukuh-
kan putusan desa mengenal sengketa tanah pekulen.

Sekarang bagaimanakah halnya dengan hakim perda-
maian desz dalam useha menggali dan menemukan hukum yang
hidup di masyarakat pedessan. Posisi hakim perdamaian de-
sa ini, semalkin {tambgh rumit apébila dihadapkan pada sua-
tu kasus atau sengketa yang memang secara yuridis formil
belum ada ketentuecn-ketentuan yang mengaturnya, maka se-
bagai jalan kelusrnya adslah demikian:

1. hakim perdamezian desa beserta anggotanya menghubungi
nakim perdamoian desa yeng ada di sekitar wilayah hu-
kumya, dengan menanyaken apekeh kasus yang sedang di-
tangaeni tadi sudeh pernsh diputuskan oleh hakim perda-
maian desa yang leinnya. Apebila jawabannyé ternyata
memang telah pernah mereksa putuskan maka keputusannya
tadi eken diterepkan pula peda sengketa yang sedang
ditangani tersebut. Di sini tampak dianut azas konkor-
dansi;

2. bilamena hekim perdemaian desa lainnya juga belum per-
nah menjatuhkan putusan yang serupa maka diadakanlah

rembukan antara kepala desa selzaku hakim desa dengan
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para anggotanya termasuk sesepuh desa yang telah ba-
nyak mengetahui tentang seluk beluk mengenal desa ter-
gebut. lereka itu bermusyawarah untuk mencapai kemufa-
katan guna memberikan keputusan dan sejauh mungkin di-
ugahakan agar dapat memenuhi raga keadilan yang ada
delam masyerakat, dengan selalu mempertimbangkan si-
tuagl dan kondisi masyarakat yang selalu nampak dinamis,
tumbuh dan berkembang sesuali dengan kenyataan sosial
yang ada.
Sebagai kelengkapan perlu juge kiranya dikemuka-~
kan:

putugsan Read Justisi Jagkarte tanggal 17 Pebruari 1939
(dalam T. 151. hal 171 dan tanggal 30 Juni 1939 (T.
151 hal 214) dengen mana diputuskan bahwa bila tidak
diketahul hukum waris setempat, maka hakim harus ter-
utama tidak mencari penyelesaian menurut hukum Islam,
melainken harus mencari penyelesaian menurut dasar-

dasar hukum adat waris yang hidup di tempat lain di
dalam lingkungan daerah hukumnya.

Dengan cara seperti tersebut di atas itulsh hakim
perdameian desa menggali dan menemukan tata nilai atau
kaidah~keidah hukum yang hidup, tumbuh dan berkembang de-

lam mesyarakst desa.

“2%1bid., h. 46.
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BAB V

KEPUTUSAN

1. Keputusan Hakim Perdamaian Desga

Sugas dari hakim perdamaian desa yang terakhir
dalam proses penyelesaian sengketa atau perkara di ting-
kat desa adalah memberi keputusan. Di dalam menjatuhkan-
putusan, hakim desa dilarang menjatuhkan putusan yang
geperti tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana
namun pada prinsipnya keputusan hakim desa tersebut ada-
lah selelu dilatar belakangi oleh tujuan ke arsh penca-
paian perdémaian yang merata baik di pihak yang berseng-
keta sendiri maupun seluruh warga masyarakat desa terse-
but. Justru karena sifatnya yang demikian tadi, maka ha-
kim desa itu mendapat sebutan "Hakim Perdamaian Desa'.

Suatu sengketa yeng telah diajukan kepada hakim
perdamaeian desa, maka hakim perdamaign desa berkewajiban
mengadili semua persoalannya campal selesal dengan sela-
lu mempertimbangkan bagaimana da@pak sampingannya apabi-
la putusan itu dieksekusi di masyarakat desa nantinya.
Bertitik folék pada pemikiren yang demikian itu, jelas-
Leh kiranya bahwa hakim perdamaien desa adalah bersikap
aktif. Hal ini disebabkan karena hekim perdamaian desa
dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengatur tentang

epa yeng dipersoalkan caja, zkan tetapi juga mengatur

42
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pula semua akibet yang mungkin bakal timbul sehubungan
dengan keputusannya tadi. Hal ini berlainan sekali de-
ngan sikap hakim perdata di ﬁengadilan negeri yang menu-
rut pendapat umum dikataksgn bashwa hakim perdata adalah
bersikap pasif, hal ini terbukti:

dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib mengadili se-
mua bagian deri gugaten (tuntutan) penggugat. Jadi
hakim tidak boleh memberi putusan di luar yang di-
tuntut atau mengabulkan lebih darl pada yang ditun-~
tut (pasal 178 ayat 2, 3 HIR).Z

Walau hakim perdamaian desa itu nampak bersikap
aktif, akan tetapi dalam mengadili perkara tidak boleh
menurut perasaan keadilan dari diri pribadinya, melain-
kan teriket pada tata nilei yang berlaku secara obyektif
di lingkungan masyarakat desa. Berkeitan dengan hal ini
Madjloes memberikan penjeclasan yang lebih lengkap lagi
yaitu:

apabila pemeriksaan perkara telah rampung maka hakim
perdamaian desa mengambil prakarsa (inisiatif) untuk
mendamaikan yang bersengketa, dengan ketentuan bahwa
hak dan kewajiban mereka diletakkan pada tenpatnya
masing-masing sesual menurut rasa keadilan “masyara-
kat desa" yang selaras dengan hukum adat setempat.
Sudah tentu dalam hal ini hakim peradilaen desa harus
berhati-hati agar perdamaian itu sungguh-sungguh di-
hayati oleh masing-masing plhak agar dengan demiki-~
an dapat dicegah tlmbulnya seng keta baru dari adanya
perdamgiaen itu. Dalam hal perkara atau sengketa itu
menggoncangkan sendi-sendi adat setempat sehingga
menimbulkan keresshan di kalangan masyarakat desa,
maka perdamaian untuk itu harus dapat meneguhkan kem-
bali sendi-sendi adat yang goncang itu dan dapat
menghilangkan keresahan masyarakat.?2

>Thid. MILIE
26, .- oL , PERPUSTAKAAN
Madjloes, om. Cit., h. PFuNIVERSITAS AIRLANGGA™

SURABAYA
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Hakim perdamaien desa terikat pada sistem hukum
yang berleku, tumbuh dan berkembang mengikuti perkembang-
an masgyarakat dan juga terikat pada putusannya sendiri,
artinya dalam hal eda sengketa yesng sama, seharusnya di-
berikan keputusen yang cama pula dengan putusan yeng te-
lah pernéh diputuskan pada wektu yang lempau. Singkatnya
sesuatu yang merupskan hukum bagi si A, suvdah barang ten;
tu harus merupakan hulkum pula bagi si B.

Dalam hal ini dapat kiranya ditarik suatu kesim-
pulan bahwa apa yang telah diputusken oleh hakim perda-
maian desa adalah merupakan suatu peraturan atau undang-
undang yang harus ditaati oleh seluruh warga desanya.

Di samping itu hakim perdamaian desa juga berwe-
nang menamban hukum atau menciptakan peraturan yeng baru,
apabila tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai seng-
keta yang timbul atau Jjikelau peraturan yang ada sudzh
tidak dapat dipertahankan lagi yang berarti sudah tidak
up to date lagi, maka hakim perdemaian desa harus membe-
ri putusan yang menurut keyakinsnnya akan berlaku seba-
gal putusan hukum yang dapat memberikaen iklim yang cocok
dengan keadaan hukum masyarakat setempat.

Begituleh sukarnya untuk mengikuti perkembangan
hukum adat di dalam masyarakat desa, sebab hukum adat
yang berlaku di-tiap-tiap desa itu adalah tidak selalu
berkesemaan yang oleh orang desa sendiri diistilahkan

"Desa Mawa Cara" yang artinya {tiap desag mempunyai aturan
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tersendiri.

Putusan hakim perdemaian desa selain bersifat men-
damaikan seperti yang telah disinggung 41 ataes, Jjuga mem-
punyai sifat yeng memaksa dan menciptakan suatu keadsan
hukum yang baru.

Mengenai sifat mendamaiken ini biasenya timbul da-
lam sengketa perdata yaitu soal warisan yang pada umum-
nya oleh hakim perdamaign desa, sengketa tersebut diusa-
hakan semeksimal mungkin untuk dapaitnya dideamaikan di de-
sa (hal ini apabila lewat jalur peradilan desa) sebab ti-
dak menutup kemungkinan bagi vara p;hak yang versengketa
untuk membawa perkaranys langsung ke peradilan umum (peng-
adilan negeri).

Kenmudian mengenai sifat yang memaksa ini biasanya
terjadi apabila ada pelanggaran terhadap peraturen desa
vang telah menjadi konsensus bersama parg warga desa. lii-
salnya saja apabila salsh seorang atau lebih dari warga
desa yang teleh mendapat giliran ronda malam (jaga) dan
ternyata setelah diadakan patroli gtau pemeriksaan ter-
nyata yang bersangkutan memang dengan sengaja tidak me-
menuhi kewsjibannya dengan tanpa memberikan keterangan,
maka para pelakunya akan dijatuhi sanksgi hukuman untuk
mengambil pasir di sungai guna keperluan pembangunan de-
zanya.

Sedengken yang terakhir adalah sifat menciptakan

suatu keadaan hukum yang baru. Hal ini mempunyai daya
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mengikat yang mutlak bagl orang yang versangkutsn; misal~
nya saja mengenail verjanjien "“Laro" gtau "llertelu" atas
hasil panen sawah yang dilakukan oleh pemilik sawah de-
ngan petani penggerap. Dalem hal terjadi sewa atau gadei
sawah, untuk lebih otentiknya dimintakan pengesahan pada
hakim perdemaian desa, hal ini dimaksudkan untuk mence-
gah hal-hgl yang tidak diinginkan. Dengan perkataan lain
apabila di belakang hari nanti ada selah satu pihek yang
melakukan wanorestasi, hingga sampai terjadl sengketa
yang berkelanjutan sempail di pengadilan negeri, maka buk-
ti-bukti pengesahan dari hakim perdamaian desa tadi, akan
ikut mempermudah proses jalannya versidangan di pengadil-
an. |
Keputusan yeng semacam inilah yang sering dilaku-
kan oleh hakim perdamaian desa di dalam membantu penga-
dilan negeri guna penyelesaien senglketa perdata.
Keputusan hakim perdamaian desa ini untuk 1lebih

lengkapnya harusleh perisikan:

1. ncma-nama, umur sebenar mungkin, tempat lahir,

tempat kediaman, atau tempet tinggal, pekerjaan ter-

tuduh atau pihak-pihak yang bersengketa;

2. nama, umur dan alamat saksi-saksij

3. sebutan kesalahan tertuduh dan keputusan mengenai

hal itu, atau masalah yang dipersengketakan dan ke-

mudian alasan-alasan perdamaiannya serta pokok-pokok

perdamalennya;

4. sebutan heri, tanggal, bulan dan tahun, menaatuh~

kan keputusan perdamaien, dan nama Hakim Perdamaian

Desa;

5. tanda tangan tertuduh, atau pihak-pihsgk yang beﬁ-
sengketa, saksi-saksi, dan Hakim Perdamaian Desa.Z

2’Tbid., h. 27-28, =

I
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Sesual dengan urailan yang telah tersebut di atas,
maka perlu diulang jelaskan kembali mengenai peranan ha-
kim perdamaien desa sehubungan dengan pringip peradilan
di negara kita bahwa dzlam perkara gugatan dipakeilah hu-
kum adat. Dalam pada itu nampaklah bahwa peranan hekim
perdamaian desa adalah sengat membentu sekali.proses Der-
sidangan di pengadilan negeri, sebab dengan perasntaraan
hakim perdamaian desa akan semakin mudahlah diketshuil
adanya hukumn adat yeng berlaku di masyarakat desca yang
untuk selanjutnys aken dipekai sebagal pegangan atau pe-
doman bagl hakim pengadilan negeri delam hal akan menja-
tuhken putusan terhadap sengketa yang ditangani (perkara
gugatan). \

Oleh karena hakim perdamaian desa adalagh yang ti-
ap harinya selalu berada di tengah-tengah suasana pergu-
mulan hukum adat, meska sudalh barang tentu mengetahui dan
mengerti tentang hukum adat yang berlaku di wilayah desa
tersebut.

Lebih tegas lagi Supomo berpendapat bahwa:s

di dalam praktek, hakim sering memandang berfaedsh
adanya putusan hakim perdamaian deca terutama dalam
soal perkara tanaeh. Bagi hekim putusan itu merupakan
salah satu sumber penting untuk mengetahui bagaimana
isi peraturan hukum adat tentang sogl yang menjadi

sengketa antara kedua belah pihak.?

Jadi dari u?aian di atas dapatlah disimpulkan

28Supomo I, op. cit., h. 64.
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bahwa hekim perdesmaien desa dalam menjatuhkan putusan ha-
rugslah disclaraskan dengan situasi dan kondisi masyaraket
yang selalu mengalemi perobahsn, sehingga hakim perdemai-
an desa itu harus benar-bernar mengerti akan sifat dan co-
rak macyarakat setempat dan lagi harus insyaf akan Jiwa

masyarakat desa yang ade dalam kompetensinya.

2. Kekuatan Hukum Putusan Hakim Perdamaian Desa

Setelah hzkim perdemaian desa itu menjatuhkan kepu-
tusannya atas perkara yang ditanganj dan pada gilirannya
kelan sampai para pihak tidak berhasil didamaikan oleh ha-
kim perdamaizn desa dan para pihak akhirnya menempuh jealur
lewat pengadilan negeri, maka hasil keputusan hakim perda-
maian desa tersebut dapatlah dipakai sebagai pedoman oleh
pengsdilan negeri.

Berbicara mengenai kekuatan hukum putusan hakim
perdamaian desa, Soedikno berpendapat bahwa: "Putusan ha-
kim perdamaian desa itu merupakan alat bukti, tetapi hakim
tidek terikat".2?

Dalam hal ini Supomo juga berpendapat bahwa:
prakteck Pengadilan legeri untuk meminta adanya putusan
hakim perdamaian desa, terutama dalam perkara tanzh.
Putusan hekim perdamaian desa tidak mengikat hakim
Pengadilan Wegeri, akan tetapi putusan itu penting ba-

gi hakim sebagai sumber untuk mengetahuil peraturan hu-
kum adat di tempat tensh yang menjadi perkara.30

2930edikno Mertokusumo, op. cit., h. 3.
3OSupomo I, op. cit., h. 97.
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Hengenail pendapat yang belakangan ini tampaknya
ada titik persamaannya dengan keputusan lMahkamah Agung
khususnya mengenai tanah yang telah tertera dalem Reg.No.
149 K/Sip/1958 yaitu tentang putusan desa mengensi tanah
pekulen dan Reg.No. 271 K/Sip/1956 yaitu putusan desa
tentang sswah. Terhadap kedua putusan desa tersebut te-
lah dikukuhkan oleh Mahkamah Agung dengan disertai larang-
an bahwa pengodilan Regeri tidak berwenang merubsh putusan
desa khususnya mengenai sawah/tanah.

Sebagai kekuatan hukum berikuinya tersiratlah da-
lam bunyi pasal 120 a HIR yang dalam ayat 1 mewajibkan
penggugat untuk memberitahukan isi putusan hakim perdamai-
an desa di dalam gugetannya, jika mungkin turunan putusan
itu hendaknya dilampirkan dalam surat gugatannya. Ayat 2
Jjuga mengharuskan hgkim untuk memperingatkan kepada peng-
gugat tentang kewajiban yeng telah ftertera dalam ayat ter-
sebut di atas.

Hal ini semekin dipertegas lagi oleh pasel 135 a
HIR yang antara lein menyebutkan demikian:

1. jika tuntutan itu berhubung dengan perkara venga-
dilan sudah diputuskan oleh hakim desa, maka penga-
dilan negeri harus mengetehui keputusan itu dan alas-
an-glasannys sedapat-dapatnya;

2. Jika tuntutan itu berhubung dengan perkars penga-
dilan yang belum diputuskan oleh hakim desa, sedang
pengadilan negeri memandang ada faedahnya perkara
itu diputuskan oleh hakim desa, maka perihal itu di-
beritahukan oleh ketua kepada penggugat dengan mem-—
berikan selembar surat keterangan; pgrkara_ltu lalu
diundurkan pemeriksaannya sampai heri persidangan se-

sudah itu, yeng akan ditetapkan oleh ketua, kalau
perlu atas kekuasaan jabatannya;

" PERPUSTAKAAN
"UT\TV'-"“" TYTAQ ATD LA NGGA”
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3. kalanr hekim desa telah menjatuhkan keputusan, ma-
ka apabila penggugat berkehendak supaya pemeriksaan
itu dilanjutkan juga, haruslah ia memberitahukan isi
keputusan itu kepada pengadilan negeri, kalau dapat
bersama-sama selinannya; sesudah itu maka perkara
itu dilanjutkan pemeriksaannya;
4. jika dua bulan sesudah penggugat mengajukan per-
karanya kepada hakim desa itu, hakim desa belum juga
menjatuhkan keputusan, meka jika diminta oleh peng-
gugat, perkara itu diperiksa kembali oleh pengadllan
negeri;
5. kalau menurut pertimbangan naklm penggugat tidak
dapat dengan cukup memberi alasan yang dapat diteri-
ma, behwa hakim desa tidak mau menjatuhkan keputusan,
%aka hekim itu harus meyakini keadaan itu karena ja~-
atang
6.- kalau ternyate bahwa penggugat tidak membaws per-
kara itu kepada hakim desa, maka gugatnya dipandang
tidek diteruskan lagi.

Setelah mengamati bunyi pasal tersebut di atas,
lalu sekarang timbul pertanyaan mengapa saempai ada keten-
tuan yang demikian bunyinya? Llenurut Tresna ketentuan
ini diadakan:

supaya pengadilan negeri, Jjikalau perkaranya gkan di-
teruskan, mempunyesl pegangan dan pandangan bhagalimana
hakim desa melihatnya perkara itu dari sudut hukum
adat. Keputusan hekim desa itu dianggap sedemikian
pentingnya, sehingga jikalau penggugat ternyata ti-
dak membawa perkara itu kepada hakim desa setelah di-
perintahkan oleh ketua pengadilan negeri; gugatnya
itu dipandang seperti tidak aken diteruskan.

Jadi tegesnya bahwa kekuatan hukum putusan hekim
perdamaian desa di samping sebagai alat bukti juga skan
dipakai sebagai pegangen dan pandangan bagi hakim penga-

dilen negeri yang akan memberikan gambaran mengenai- hukum

~

3:I:'_I.’:c'esna, op. cit., h. 154-155.
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adat yang berlaku di desa itu sesungguhnya bagaimana.
Terizecuali keputusan hakim perdamaian desa mengenei sawah/
tanah kekuatan hukumnys adalah mengikat secara mutlak (se-
suel dengan keputusan lMahkamah Agung yang telah terters

di atas).
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BAB VI

PENUTUP

1. Kesimpulan

Tibalah kini pada giliramnye untuk mencoba menyim-
pulkan apa yang telah saya uraikan di atas. Sebagai ke-
simpulan kali ini saya aken menegaskan kembali behwa ha-
kim perdamaian desa itu sesungguhnya adalah benar-benar
ada yaitu dengan dipimpin oleh kepala desa selaku hakim
perdamaian desa dengan dibantu seluruh perangkat desa,
gesepuh desa dan orang terkemuka di desa. Ironisnya para
pelaksananya sendiri pada umumnya banyak yang masih belum
mengerti akan tugas dan fungsinya scrta eksistensinya
vang telah diatur dalam undang-undang khususnya mengenadi
statusnysa sebagai badan peradilan pada tingkatan desa.

Dengan adanya hakim perdamaian desa ini, walaupun‘
bentuk peradilannya sendiri memang secara yuridis formil
tidak ada ketentuan yang mengaturnya, namun apabila te-
lah mengamati betape pentingnya peranannya hakim perda-
maien desa tersebut apalagi kalau kita kaitkan dengan Un-
dang-undang Ho. 14 Tghun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman khususnya pasal 4 ayat 2 yang
antara lain menyebutkan demikian; peradilan harepan dari

pada pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan

yang cepat, tepat, adil dan biaya ringan.
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Hal ini sudah barang tentu dijadikan azas atau
prinsip bagi tata peradilan yang ada di Indonesia. Namun
demikian azas atau prinsgip tersebut, hingga kini dibarat
angan-angan yang dalam tanpa kunjung tibea dalam kenyata-
annya. Oleh karena itu tampilnya hakim perdamaian desa
dalam tata peradilen di tingkat desa adalah sangat me-
nunjang sekall atas keberhasilagn pelaksanaan pasal ter-
sebut di atas yang kini sangatlah didambakan terwujudnysa
dalam masyarakat. Hal ini maksudnya ialah, apabila ada
sengketa yong sudah cukup diselesaikan (didemaikan) di
tingkat desa tentunya tidek herus repot-repot mengundang
advokat, pergi ke pengadilan negeri dengan tidak sedikit
jumleh biaya yang harus dikéluarkan. Dengan catatan se-
panjaeng sengketa tersebut dapat diselesaikan oleh hakim
perdamaian desa.

Untuk itu diharapken sekali berperannya hakim per-
demaian deca ini dalam rangke menuju pembangunan hokum
secara keseluruhan dan hukum adat pada khususnya.

Ikut sertanya hakim perdamaian desa dalam perca-
turan peradilan dewasa inili adalah cocolk sekali dengan
prineip yang berlaku dalam hukum acare perdata di penga-
dilan negeri, bahwa dalam proses perkara perdata ekan di-
gunakanlah hukum adat.

Dengan demikian keputuéan hgkim perdamalan dess
di samping merupakan pencerminan dari wujud hukum adat

murni juge merupakan bghan pembanding dan pegangan serta
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pedoman bagl hakim pengadilen negeri, dalesm hal akan men-
jatuhkan putusan apabila pnerkara tersebut secara yuridis

formilnya memang belum ada ketentuan yang mengaturnya.

2. " Saran

_ Yang terakhir den perlu diperhatikan yaitu bahwa
dalam kesempatan ini perkenankanlah says akan menyampai-
ken saran-saran, dengan harapan agar hal ini dapat mem-
bawe manfaat dan aken memperoleh tanggapan yang positif
baik dari kalangan pemerintah khususnye Camat dan Bupati
maupun para pengabdi hukum pada umumnya.

Saran-saran itu adalah:

1. walau model peradilan desa itu tidak dalam bentuk for-
mal neamun merngingat tugasnyas yvang demikien penting
dan erat sekall kaitannya dengan veradilan umum khu-
susnya dalem proses membantu penyelesalan perkara per-
data di tingkat pengadilan negeri, maka sudah seyogya-
nya apabila pemecrintah dalam hal ini Cemat dan Bupati
memberikan pengarahan terhadap eksistensinya hakim
perdamaian desa tersebut;

2. sebagal usaha untuk melaksanakan pembangunan di sega-
la bidang khususnya bidang hulkum, maka di negara kita
ini selain dikenal hukum tertulis juga dikenal pula
adanya hukum yang tak tertulis (hukum adat). Untuk ini

agar tujuan untuk menciptakan atau menemukan hukum itu

@ MILIK
PERPUSTAKAAN
UNYVERSITAS Al RLANGGA”
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dapat dilaksenakan dengan baik, meka hukum tak tertulis
(hukum adat) akan dapat digali sesual dengan apa yang kita
harapkan, jika kita mau meningkatkan peranan den berfung-

sinya hakim perdamaian desa tersebut secara efektif.
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No. 48 Lampiran (1),
Putusan Desa tentang sawah :

A. Putusan Desa tentang sawah tidak dapat dibatalkan oleh
Pengadilan Negeri, l

B, Suatu putusan Desa tentang sawah merupakan suatu bukti
yang amat kuat bagi mereka, yarng dalam putusan Desa itu
-dianggap sebagal yang berhak atas sawah itu, dan hanya
dapat diruntuhkan dengan suatu pembuktian-melawan yang
sangat kuat, dan inmi in casu ternyata tidak ada.

Putusam tgl, 8-1-1958,
Reg.No.307 K/Sip+/1956,

ATAS NAMA KEADILAN
B MAHKAMAH AGURG
mengadili dalam tingkatan kasasi telakh mepjatuhkan putusan se-
bagai berikut daiam perkara :
HARDJOKARIJO, berumah di desa Groyokan, kelurabau Kra-
Jan, kaonderan dan Kabupaten nlaten, penggugat untuk
kasasi.
melawan:

.1. MANGOENSANDJOJO dan 2. SOERODIRDJu ALIAS PETROEK,
dua-duanya berumah di desa Keneran, kelurahan Krajan
tersebut, tergugat-tergugat dalam kasasi;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan. ;

Menimbang bahwa. Mangoensaundjojo sekarang tergugat dalam .

sasli ke I dimuka Pengadilan Negeri Klaten selaku penggugat=-

asli menggugat Soerodirdjo, sekarang tergugat dalam
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kasasi ke II, dan Hardjokarijo, sekarang pemggugat urtuk’ ka-
sasl, yang maksudnya ialah sebagai berikut :

bahwa kira-kira pada tahun 1945 Mangoensandjojo telah

menmbelli dari Soerodirdjo dua bidang sawah dengan harga

F. 430,~, tetapi kemudian oleh suatu putusan-desa ke-

lurghan'Krajan tanggal 26 Maret 1946 dua bidang sawah

tersebut ditetapkan telah dijual “oleh Soerodirdjo ke-
pada Hardjokarijo, dam juga kemudian dikwvasai oleh Har-
djokari jo, maks Pengadilan Negerd Klatem dimimnta su-
paya :

a. putusan desa tersebut dibatalkan,

b, ditetapkan bashwa Jjual-beli tentang dua bidang sawah
tersebut amtara Soerodirdjo dan Mangoemsandjojo
adalah sah,

¢e Hardjokarijc dibukum menyerahkan surat-surat terse-
but kepada Mangoensandjojo,

d., Soerodirdjo dihukum menyetujui penyérahanxsurat-
surat ini ;

Menimbang bahwa gugatan ini oleh Pengadilan Negeri Kla-~
ten dikabulkar selurubknya dalam putusannya tanggal 20 Pebruari
1951 No.44/1950 Pdt., yang diktumnya adalah seperti berikui :

"Memerima gugat penggugat;

"Membatallkan Putusan Desa kelurahan Krajan tanggal

" 263-1916;

"Menetapkan, bahwa hal Jual-beli sawah antara
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Mtergugat ke I dam Penggugat tsb. adalah sah 3
"Mepghukum tergugat ke I1 menyerahkan pada penggugat~
"sawah-sawah termaksud dalam gugat imi ;

"Menghukum tergugat ke I menguatkan dan menyetujui
"gugat penggugat j

"Menghukum tergugat-tergugat =membayar omgkos perkara
"ini, dihitung sampai hari imi,masing-masing»{;_.Z

"} x F, 86, = Fo43,~ ( empat puluh tiga rupftah )" ;

ratusan mana dalam pemeriksaan banding dikuatkan oleh Peng -

adilan Tinggi Surabaya dalam putusamnya tanggal 26 Juni 1956

No. 279/1951 Pdt, ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Timggi ini diberi-

tahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 24 Agustus 1956,

kemndian pada tanggal 12 September 1956 oleh Hardjodikarijo

dimintakan kasasi, dengan sekaligus memyerahkan suatu memori

kasast, jadi tenggang yang ditetapkan oleh Undang-Undang ;

Henimbang bahwa permchonar dan memori kasasi ini telsh

diberitahukan kKepada pihak lawan yang kemudian memajukam

suatu memori btalasan, yang Juga kemudiam telak diberitahukam

kepada pemohon kasasi ;

Menimbhang bahwa keberatan pemohon kasasi berkisar pada

kekuatan suatu putusan desa di keluraham Krajan tanggal 26 Ma-

ret 1946, yang oleh Pemgadilan Negeri Klaten dan Penmgadilan

Tipggl Surabaya dinyatakan batal ;.
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Menimbang bahwa Mahkamah Agung menganggap putusan desa
ini selaku persetujuan Desa dengan pemindahan hak atas tanah
dalam desa itu, maka putusan-desa itu tidak merupakan suatu
putusan yang takluk pada suatu pemeriksaan lanjutam dengan ke-
nungklnan putusan desa itu dapat dibatalkan, dan dengan demi-
kian gugat-asli untuk membatalkan putusan-desa itu mustinya
harus dinyatakarn tidak dapat diterima ;

Meninmbang bahwa persoalan yang sebenarnya ialah kepada
siapakah secara riil sawah-sawah tersebut dijual oleh Soero-,
dirdjo, yaitu kepada Mamgoensandjojo atau kepada Hardjokarije;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggl
menganggap penjualan dilakukan kepada Mangoensandjojo dengan
mengabaikan putusan-desa, yang menganggap penjualan sebénﬁrnsa
terjadi kepada Hardjokarijo;

Menimbang bahwa alasan Pengadilan Negeri dan Pengadilan
Tinggl ialah bahwa Soerodirdjo dan Mangoemsandjojo adalah te-
lah berkali-kéli datang di kelurahan untuk membdcarakan hal
Jual-beli antara mereka;

Menimbang bahwa Justru oleh karenrna, meskipun demikian
kemudian olsh putusan-desa ditetapkan pada akhirnya, bahwi se-
benarnya penjualan adalah dilakukan kepada Hardjokarijo, maka
dapat dikatakan, bahwa pembicaraan-pembicaraan yang dilakukan
Oi;gf'Soerédirdjo dan. Mangoensandjojo mengenai. .penjualan oleh
Soérodirdjo kepada Mangoensandjojo tidak ternyata mendapat ha-

8il yang konkrit, maka sebanyak-banyaknya hanya dapat ditarik
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kesimpulan bahwa maksud untuk mermjualebeli antara Soerodirdjo
dan Mangoensandjojo itu hanya tinggal maksud sajaj;

Menimbang sebaliknya, bahwa pada akhirnya dalam putus=-
an desa ditetaplkan bahwa seberparnya penjunalan dilakukan kepa-~
da Hardjokarijo; -

Menimbang bahwa dalam pandangan Mahkamah Agung, suatu
putusan~desa perihal Jjual-beli tanah di kelurabhan Krajan ini,
meskipun tidak merupakaﬁ syarat-mutlak untuk sahnya jual-beli,
tetapi toh merupakan suatu bukti yang amat kuat, bahwa oleh.
masyarakat desa dengan menempuh saluran adat-kebiasaan di desa
itu jual-beli yang diputuskan telah terjadi oleh desa itu, di-
anggap sah;

Menimbang bahwa pembuktian yang amat kuat ini hanya da-
pat diruntubkan dengan suatn pembuktian melawan (tegenbewijs)
yang sangat kuat, dan ini in casu ternyata tidak ada maka de-
ngan demikian putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi
harus ditolak, kecuali permohonan membatalkan putusan desa,
yang harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Mengingat akan pasal-pasal Undang-Undang yang bersang-
kutan ;

HE y»U'TVU SKARN:

Menerima permohonan kasasi dari HARDJOKARIJO tersebut;

Hembatalkan putusan-putfusan dari Pengadilan Tinggl di
Surabaya targgal 26 Juni 1956 No.279/1956 Pdt., daﬁ Pengadilan
Negeri di Klaten tanggal 20 Pebruari 1951 No.44/1950 Pdt. ;
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DAN MENGADILI SENDIRT :

Menyatakan gugatanm terhadap putusan desa’tidak dapat
diterima ;

Menolak gugat-asli selainnya ;

Menghuﬁum tergugat-tergugat dalam kasasi akan membayar
biaya dalam segala tingkatan, dalam tingkatan kasasi ditetap-

kan banyaknya Rp. 60,75 (emampuluh rupiah tujuhpuluh lima sen).

MILIK
n PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA™

SURABAVYA
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Bo. 43 Lanpiran (2).
Péngadilan.Begeri tidak berkuasa merobah atau membatal-
kan putusan desa mengemal sawah pekulern,
Putusan tanggal 21-6-1958,,
Reg. No. 149 K/Sip./1958.
ATAS NAMA KEADILAN
MAHKAMAH AGUNG
mengadili dalam tingkatan kasasi telah menjatuhkan putusan se-
bagal berikut dalam perkara :
TJITRADIRARA, berumah di desa Karamgklesem, Kecamatan
Kutasari, Kawedanan dan Kabupaten Purbalingga, peng-
gugat untuk kasasi,
melawan:
MARDIWIREDJA, berumah di desa Karangklesem tefsebut
di atas, tergugat dalam kasasi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

HMenimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bah-
wa sekarang pemggugat untuk kasasi sebagai pemggugat-asli te-
lah mengguget sekarang tergugat dalam kasasi sebagal tergugat-
asli di muka Pengadilan Negeri di Purbalingga dap menuntut su-
payéﬂPenéadilan=Hegeri :

a. Menetapkan bahwa sawah pekulen yang menjadi perkara, ada-
lah tinggalan dari almarbum Ni Singasetja ;

. b, Menetapkan bahwa penggugat adalah saudara yang terdekat -
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dari almarhum Ni Singasetja tersebut, yang berhak mengganti
Ni Singasetja sebagai kuli dan memerima pekulen terperkara;
¢. Menghukum tergugat supaya menyerahkan sawah pekulem  ter-
sebut kepada penggugat dalam keadaan kosong, dam Jika ia
.tid;k suka dengan kekuatan polisi ;

d. Menghukum tergugat untuk membayar denda tiap-~tiap hari
Rp. 10,-~ terhitung dari tanggal putusan ini, jika ia tidak
suka menyerahkan sawah itu kepada penggugat ;

e.TMenetapkan bahwa putusam inl dapat dijalankam terlebih dulu
meskipun veréet atau minta barding ;

f. Menghukum tergugat pula mémbayar ongkos perkara iri ;

bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pur-
balingga telah mengambil putusam, yaltu putusannya tanggal

25 Agustus 1954 No., 3/Perdata/l954, yang diktumnya berbunyl

sebagai berikut =

"Mengabulkan gugat untuk sebahagiam ;

"Membatalkar putusan desa Karangklesem tentang pekulen
"sengketa ;

"Menetapkan, bahwa sawah pekulen yang mernjadi perkara
"adalak peninggalar dari almarhum Ni Singasetja ;
"Menetapkan, bahwa penggugat adalah saudara yang ter=-
"dekat dari élmarhum Ni Singasetja tersebut yang herhak
"menggantli Ni Singasetja sebagai kuli dan memerima sa-
"wah pekulen terperkara ;

"Menghukum tergugat supaya menyerabkaw sawah pekulen
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w3 "terperkara penggugat dalam keadaan kosong, dan Jjika ia
"tidak suka demgan kekuatan polisi ; |
"Menolak gugat untuk selainnya ;
"Menyatakan, bahwa keputusan ini -dapat dijalankan ter-
"lebih dahulu, meskipun diadakan perlawanan atau
"bandinganﬁ H
putusan mana dalam timgkatan banding telah dibatalkan oleh
Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya tanggal 16 Okto-
ber 1957 No. 47/1955 Pdt. yang diktumnya berbunyi sebagai
berikut :
YMenerima permohonan akap peradilam dalam tingkat
"bandingan dari tergugat-terbanding, &ekedar putusan.
"Pengadilan Negeri Purbalingga tertanggal 25 Agustus
"I9S54 No. 3/Perdata/l1954 merugikan baginya ;
"Membatalkam putusan Pengadilan Negeri Purbalingga ter-
"sebut di atas sekedar masuk dalam peradilen tingkat
"bandingan ;
"Menyatakan pemggugat-terbanding Tjitradirana tidak
"dapat diterima dengan permohonannya seperti termaktub
"di dalam suratnya gugat tersebut ;
"Mepghukum penggugat-terbanding untuk membayar segala
.“biaya perkara, baik yang jatuh dalam peradilan tingkat

"pertama besarnya Rp. 46,-- (empatpuluh enam rupiah),
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"maupun yarg Jjatuh dalam peradilan tingkat bandingan

“sampai pada putusan ini di remcanakar sebesar Rp.19,50

“"(sembilan belas rupiah limapuluh sen)" ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada
kedua belah pihak pada t#nggal 26 Desember 1957, maka terhadap
rya oleh pemggugat-terbanding telah diajukan permohonan untuk
pemeriksaan kasasi deﬁgan surat dengan perantaraan kuasanya
khusus yang diterima di kepanmiteraan Pengadilan Tinggl Sura-
baya pada tanggal 3 Januari 1958, diikuti oleh pemasukan alas-
an-alasan permohonannya pada tanggal 7 Januari 1958, dan ke-
mudiar oleh tergugat-pembanding,-- yang pada tanggal 28 Janu-
ari 1958 telah mengetahui tentang pefmohonan kasasi dari peng-
gugat-terbanding,-- diajukan jawaban memori kasasi dengam pe-
rantaraan kuasanya khusus yarg diterima di kepaniteraan Peng-
adilan Tinggi tersebut pada tanggal 13 Pebruari 1958, dan de-
ngar demikian ternyata, bahwa jawaban memori kasasi tersebut
diajukannya dengar melampaul batas waktu yang ditentukan dalam
pasal 115 ayat 3 Umdang-Undang Mahkamah Agung Indonesia, se-
hingga oleh karenanya talt dapat diperhatikan ;

Menimbang bahwa permohonan kasasi tersebut beserta
alasan-alasannya ~- yang telah diberitahukan kepada pihak la-
wan dengan saksama--diajukan dalam tenggang-tenggang dan de-
ngan cara yang ditentukan dalam Urndang-Undang dan oleh karemna
itu dapat diterima ;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh
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penggugat untuk kasasi pokoknya adalah sebagai berikut :

a. babhwa Pengadilan Tinggi telah mengabaikan setidak-tidsknya
telah ‘melanggar pasal 120a (I) dan 135a (I) E.I.R., oleh
karena maksud pasal-pasal tersebut ialah bahwa Pengadilan -
Negeri berkuasa membatalkan putusan desa mengenal pekulen,
Jika putusan desa itu bertentangan dengan adat ;

b. babhwa adat di Jawa Tengah umumnya dan Purbalingga khususnya
tidak mengenal orang gogol sebagaimana yang dimaksudkan da-
lam putusan Pemgadilaaninggi Surabaya 3

Menimbang :
mepgenal keberatan sub a :
bahwa keberatan ini tidak dapat dibemarkan, oleh karena

Pengadilan Tinggi dengan pendapatnya,-- yakni bahwa Pengadilan

Negeri tidak herkuasa membatalkan putusan desa --, justru -te-

lah bertindak sesuail dengan pasal-pasal 120a (I) dan 135a (I)

H.I.R., yang sama sekali tidak memuat ketentuan, bahwa Peng-

adilén Negeri mempunyal kekuasaan untuk membatalksm sesuatu

putusan desa ;

mengenai keberatan sub b :

bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenmarkan, oleh
karena jélaslah, bahwa yang dimaksudkan oleh Pengadilan Tinggi.
dengan istilah "orang-gogol" ialah seorang kuli, dari sebab

"gogdl” berarﬁi Wkuli" |

Menimbang bahwa berdasar atas alasan-alasan yang di-

uraikan di atas dam pula dari sebab tidak ternyata, bahwa
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putusan dari yudex facti bertentangan demgan hukum, maka per-
mohonan kasasi tersebut harus di tolak ; -

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Udang yang bersangkut-

MEMUTUSKA AN :
Menolak Permohonan kasasi dari : TJITRAbeARA tersebut;
Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya
dalam tingkatan ini ditetapkan benyaknya Rp. 51,75 (Limapuluh
satu rupiah tujubpuluh lima sen), kecuali biaya pemberitahuan
dap penyeraban jawabam memori kasasi sebesar Rp. 18,50, yang

harus di pikul oleh tergugat dalam kasasi,
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